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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4832);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);



Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 195);

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sijunjung Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten
Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjunh Tahun 2023

yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada

tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

(3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman

pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi



Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

pedoman dalam penyusunan:

a.

(1)

pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan untuk menyusun program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan
masyarakat dan prioritas pembangunan;

pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 serta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan

pedoman bagi stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN;

b. BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH;

d. BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,;

f. BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
dan

g. BAB VII: PENUTUP.

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 4 Ju\/ 2022

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 4 Jul 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan @éuai dengan aslinya

KEPALA I_T)}.GIAN HUKUM

oo

MISWITA MR




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum 1-7
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Supaya
pembangunan tersebut mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu
perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua
aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan daerah menduduki peran penting dalam
rangka percepatan pencapaian visi dan misi daerah. Perencanaan
pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah
sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk pembangunan tahunan. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka
Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyusun RKPD Kabupaten Sijunjung
Tahun 2023. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 merupakan
pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-
2026, yang dalam penyusunannya telah mempertimbangkan Visi Misi dan
Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan  strategis, yaitu
menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD
Tahun 2023 mempunyai nilai penting, antara lain:

1 Merupakan instrumen pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten
Sijunjung Tahun 2021-2026.

2 Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2023

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023



3 Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2023.

4 Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
untuk memastikan APBD Tahun 2023 telah disusun berpedoman pada
RKPD Tahun 2023.

Berdasarkan Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2023 bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
yakni ”"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan”. Tema ini didasari dari potensi Indonesia untuk keluar
dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar (middle income
trap) mengingat Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi.
Tahun 2023 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk
keluar dari middle income trap dengan menitikberatkan kepada
pelaksanaan transformasi ekonomi dengan cara mengurangi
ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur
dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu,
tahun 2023 juga diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari
tekanan pandemi Covid-19. Berapa program strategis dalam pemulihan
ekonomi ditambah dengan upaya vaksinasi akan berjalan maksimal,
sehingga tahun 2023 juga menjadi tahun kunci untuk pemulian ekonomi.
Sehingga secara mendasar ada 2 (dua) tema besar yang akan diusung pada
tahun 2023 yakni transformasi ekonomi secara struktural dan pemantapan
pemulihan ekonomi untuk mulai bangkit keluar dari jebakan negara
berpenghasilan menengah sangat besar.

Sesuai dengan RKP Tahun 2023, maka tema RKPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023 ”Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis
Menuju Transformasi Ekonomi’, sehingga pada tahun 2023 ini beberapa
program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi antara lain
membuka aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dan juga pada objek
wisata, dukungan terhadap UMKM dan pelaku inditustri kecil dan
menengah, tracking dan pengendalian pandemi Covid, peningkatan sarana
dan prasana kesehatan terutama terutama untuk kebutuhan laboratorium
dengan meningkatkan kapasitas sampel yang diuji, serta peningkatan
sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan penanganan pasien Covid,
penguatan kapasitas sarana dan prasarana serta dukungan operasional
isolasi pasien covid, sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru kepada
masyarakat secara intens serta dukungan terhadap program vaksinasi
kepada masyarakat.

Akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sijunjung mengalami kontraksi mencapai -1,10 pesen pada tahun 2020.
Pengendalian Pandemi Covid-19 yang cukup berhasil di Indonesia temasuk
di kabupaten Sijunjung dan ditambah dengan program-program percepatan
pemulihan ekonomi telah mendorong pertumbuhan ekonmi Kabupaten
Sijunjung mencapai 3,15 persen pada tahun 2021. Pandemi Covid-19 harus
tetap dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan maka
menjadi keharusan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten
Sijunjung untuk fokus pada tahun 2023 pada pengendalian Pndemi Covid-
19 dan peningakatan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan seakaligus untuk pemuliahn
ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung, maka tema
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Daya
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Saing Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) didukung
Pelayanan Publik yang Berkualitas”, maka untuk mewujudkan tema
tersebut didukung dengan 4 (empat) agenda dan 17 (tujuh belas) program

unggulan pembangunan daerah. Struktur agenda tersebut, dapat dilihat
pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Tema, Agenda dan Program Unggulan
Pembangunan Daerah Tahun 2023
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Peningkatan bantuan pendidikan
bagi masyarakat kurang mampu
. Penguatan pendidikan karakter

RKPD disusun melalui tahapan panjang yang terdiri dari persiapan
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (ranwal) RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD,
perumusan rancangan akhir (ranhir) RKPD, dan penetapan RKPD. Secara
substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta
prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga
memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang
diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen
pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Secara

tahapan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.2
berikut:

w R =

-

w

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Persiapran
I’En{usunﬂn
KPD

gl

Musrenbang 4 Penetapan
RKPD kab i; e D

Rancangan
Akhir REPD
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Tahapan dan  tatacara  penyusunan RKPD  sebagaimana

tergambarkan dalam Gambar 1.1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Tahapan Persiapan mencakup :

a.

b.

d.

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun RKPD.

Orientasi RKPD

Orientasi RKPD, bertujuan untuk penyamaan persepsi dan
memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan
perundang undangan  berkaitan dengan = perencanaan
pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan
dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen,
dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD

Agenda kerja yang disusu dijadikan sebagai panduan kerja

mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan
peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang dokumen
rencana pembangunan daerah

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :

a.

Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan

Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan

pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran

penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan

dan ditandatangani oleh Kepala BAPPPEDA dan kepala Perangkat

Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi

publik.

Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara

kesepakatan berita acara forum konsultasi publik.

Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala daerah melalui

Sekretaris Daerah untuk memperoleh pesertaujuan untuk

penyempurnaan bahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah Kepala Perangkat

Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal

perangkat daerah yang berisikan :

- Agenda penyusunan RKPD

- Pelaksanaan forum perangkat daerah

-  Musrenbang RKPD

- Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat
Daerah kepada Kepala Bappeda.

- Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

- Pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana
pembangunan yang berasal dari Daftar Usulan RKP
Desa/Nagari. Proses pembahasan dilakukan secara terpadu
dan obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat
Desa/Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

- Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan
rencana kegiatan  pembangunan Desa/Nagari yang
diintegrasikan dengan rancangan Awal RKPD.

f. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan

I-4
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kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja-
PD

3. Penyusunan Rancangan RKPD.

a. Penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, rancangan awal
RKP program strategis nasional

b. Pengajuan pesetujuan rancangan RKPD kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten

c. Penyampaian surat edaran Bupati tentang penyempurnaan
Rancangan awal

4.  Musrenbang RKPD Kabupaten

a. Menyepakati Permasalahan pembangunan Daerah;

b. Menyepakati Prioritas pembangunan Daerah;

c. Program/kegiatan, pagu indikatif,indikator dan target kinerja
serta lokasi kegiatan;

d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah
dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi

e. Klarifikasi program dan kegiatan kewenangan daerah kabupaten
dengan program dan kegiatan desa/nagari yang diusulkan
berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

a. penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD
berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten

b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah
untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah

C. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala
Perangkat Daerah.

d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil
pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala
Perangkat Daerah

e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur
Cq. Bappeda Provinsi untuk di fasilitasi

f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Bapppeda Provinsi
Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan
hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Bappeda

6. Penetapan.

a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah
disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi

c. Penyampaian Perkada tentang RKPD kepada Gubernur Cq.
Bappeda provinsi

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak
terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses.
Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan
kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga Pendekatan politis,
penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala
Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program
pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan
bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya
diselaraskan melalui musyawarah mnasional, provinsi, kabupaten/kota,
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kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian
sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga
berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu
pertama, pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan
daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan
dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu
dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, seperti
terlihat pada Gambar 1.3 berikut ini

Gambar 1.3 .
Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

©-6-0-0

Integratif
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Penentuan tema-tema
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program pembangunan
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yang komprehensif
mulai dari hulu sampai

pelaksanaan perencanaan
program pembangunan
yang dilihat dari peran
kkementerian/
lembaga/daerah/
pemangku kepentingan

Penjabaran program

pembangunan dalam

satu kesatuan wilayah
dan keterkaitan

ke hilir suatu rangkaian
kegiatan

lainnya dan upaya antarwilayah

keterpaduan berbagai
sumber pendanaan

Sementara, sistematika RKPD meliputi Pendahuluan; Gambaran
Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan
Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
Penutup.

Pendahuluan menjelaskan gambaran umum proses penyusunan
dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik dan berisikan informasi umum tentang latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan
tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

Gambaran umum kondisi daerah antara lain memuat kondisi umum
daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan
tahun berjalan dan realisasi RPJMD tahun 2023 serta permasalahan
pembangunan daerah. Bagian ini mencakup telaahan terhadap hasil
evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,
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berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi
Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau
dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang
berkenaan.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan
menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, realisasi
capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil atau keluaran  yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program atau kegiatan.

S. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan
kinerja pembangunan daerah.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan
tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah memuat tujuan dan
sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun
2023, mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana
bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran
yang direncanakan. Sumber pendanaan lain berasal dari peningkatan
partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang
didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta
masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya
manusia dan teknologi.

Untuk mengukur kinerja, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 perlu
ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah
(IKD) pada akhir tahun perencanaan.
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1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 berdasarkan
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

S. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung
Tahun 2005-2025.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 disusun untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar
daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta
menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RKPD Kabupaten
Sijunjung tahun 2023 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan
jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan jangka
menengah (RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, sehingga
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keberadaannya tidak dapat terpisahkan, seperti telihat pada Gambar 1.4
berikut ini.

Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun
2023 disusun dengan berpedoman kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun
2023 serta RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Agar RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional dan Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan telaahan terhadap
pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3.1.Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan
RPJMN Tahun 2020-2024

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Strategi dan kebijakan
pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan RPJMN Tahun
2020-2024. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya
adalah agenda prioritas nasional/dimensi pembangunan. Tujuh agenda
RPJMN Tahun 2020-2024 yang harus diperhatikan dan diselaraskan dalam
penyusunan RKPD  Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, hal tersebut
ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kesesuaian Prioritas Nasional dengan RKPD Kabupaten Sijunjung

Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan RKPD
Tahun 2020-2024 Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

1. |Memperkuat Ketahanan Ekonomi|Revitalisasi pertanian dengan
untuk Pertumbuhan Berkualitas|berbagai sub sektornya terutama
dan Berkeadilan tanaman

pangan, holtikultura, perkebunan
dan perikanan (Prioritas 3)

Penguatan UMKM, Koperasi dan
Industri Kecil Menengah (Prioritas 5)

No

Pengembangan pariwisata berba-sis
kearifan lokal (Prioritas 4)

2 |Mengembangkan Wilayah untuk|Peningkatan kuantitas dan kualitas
Mengurangi Kesenjangan dan |infrastruktur serta prasarana dasar
Menjamin Pemerataan (Prioritas 6)
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Prioritas Nasional

A1z Tahun 2020-2024

Prioritas Pembangunan RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

3 |Meningkatkan Sumber

Saing

Daya| 1.
Manusia Berkualitas dan Berdaya

Peningkatan kualitas dan mutu
pendidikan berbasis karakter dan
tekonologi Informasi (Prioritas 1)

2. Peningkatan akses dan kualitas
kesehatan yang merata dan
berkeadilan (Prioritas 2)

4 |Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan

Peningkatan kualitas perlin-dungan
dan kesejahteraan sosial (Prioritas 8)
Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya
berlandaskan Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
(Priritas 9)

S |Memperkuat Infrastruktur wuntuk|Peningkatan kuantitas dan kualitas
Mendukung Pengembangan |infrastruktur serta prasarana dasar
Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Priritas 6)

6 |[Membangun Lingkungan Hidup,|1l. Peningkatan kuantitas dan
Meningkatkan Ketahanan Bencana, kualitas infrastruktur serta

dan Perubahan Iklim

prasarana dasar
2. Pemanfaatan sumber daya alam
berwawasan lingkungan.

7 |Memperkuat  Stabilitas
hankam dan
Pelayanan Publik

Polhuk-
Transformasi

Peningkatan kualitas birokrasi dan
pelayanan publik (Prioritas 10)

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung 2023 wajib mengacu pada
dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Proses penyusunan
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 perlu memperhatikan prioritas
pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Prioritas Pembangunan RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 diterjemahkan ke dalam kesesuaian
antara prioritas Provinsi 2023. Prioritas provinsi tahun 2023 tidak sama

persis dari sisi

nomenklatur dengan prioritas pembangunan RKPD

Kabupaten Sijunjung tahun 2023, namun secara substansi selaras antara
provinsi dan daerah, hal tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1.2

Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat
dengan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Prioritas Pembangunan RKPD

Prioritas Pembangunan RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

No Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023
1. Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,

perke-bunan, peternakan dan
peri-kanan

Revitalisasi pertanian dengan berbaga
sub  sektornya terutama tanamar
pangan, holtikultura, perkebunan dar
perikanan (Prioritas 3)

Infrastruktur yang berkeadilan
dan berkelanjutan

Meningkatkan usaha perda-| Penguatan UMKM, Koperasi dar
gangan dan industri kecil/ | Industri Kecil Menengah (Prioritas 5)
menengah serta ekonomi
berbasis digital
Meningkatkan ekonomi kreatif| Pengembangan  pariwisata  berbasis
dan berdaya Saing kepari-| kearifan lokal (Prioritas 4)
wisataan

2 Meningkatkan Pembangunan | Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur serta prasarana dasal

(Prioritas 6)
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Prioritas Pembangunan RKPD Prioritas Pembangunan RKPD

No Provm;:‘:::?;:)ezr; Barat Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
3 Mewujudkan  Sumber daya| 1. Peningkatan kualitas dan muty
manusia berakhlak mulia, pendidikan berbasis karakter dar
sehat, unggul dan berdaya tekonologi Informasi (Prioritas 1)
saing 2.Peningkatan akses dan kualitas
kesehatan yang merata dar
berkeadilan (Prioritas 2)
4 Meningkatkan tata kehidupan | Peningkatan kualitas perlindungan dar

sosial kemasyarakatan berda- | kesejahteraan sosial (Prioritas 8)
sarkan falsafah Adat Basandi| Revitalisasi nilai-nilai sosial budays

Syara’ -  Syara’ Basandi| berlandaskan Adat Basandi Syarak
Kitabullah Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK
(Priritas 9)

S Meningkatkan Pembangunan | Peningkatan kuantitas dan kualitag
Infrastruktur yang berkeadilan | infrastruktur serta prasarana dasal
dan berkelanjutan (Priritas 6)

6 Meningkatkan Pembangunan | 1. Peningkatan kuantitas dan kualitag
Infrastruktur yang berkeadilan infrastruktur serta prasarana dasar
dan berkelanjutan 2. Pemanfaatan sumber daya alamn

berwawasan lingkungan.

7 Meningkatkan kualitas tata| Peningkatan kualitas birokrasi dar
kelola penyelenggaraan | pelayanan publik.
pemerintahan daerah yang
bersih, akuntabel serta
berkualitas

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan
RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah
yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten
Sijunjung Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Oleh sebab
itu, penyusunan RKPD Kabupaten SijunjungTahun 2023 memuat prioritas
dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, sub kegiatan
serta target pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sijunjung
Tahun 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah
harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan, sub kegiatan
prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana
program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk
mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran
RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, Sasaran daerah dengan
indikator dan target yang telah ditetapkan pada Tahun kedua RPJMD
secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2023.

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan
RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 20211-2031

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021
memperhatikan RTRW Kabupaten Sijunjung dengan menyelaraskan
pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota.
Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun
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2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun
2011-2031.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka
pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur
ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2)
Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3)
Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan
rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program
sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

Dalam menyusun RKPD juga perlu memperhatikan RTRW daerah
kabupaten/kota tetangga, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi
pembangunan antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola
ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang
ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota,
dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota
dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan dalam
Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran serta target kebijakan program, kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Sijunjung
Tahun 2023. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang
tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan
Rancangan RKPD. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah
bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 disusun dengan maksud
untuk mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas
dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta
terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah. RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) dengan pendekatan money follows program dan
pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Tujuan
penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 sebgai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi
program prioritas pembangunan jangka panjang dan jangka menengah
daerah.

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar
sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
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4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, -efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan ABPD
Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematikan penyusunan
Dokumen RKPD sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, inovasi daerah, maksud dan tujuan serta
Jsistematika dokumen RKPD

BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan
dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang
meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi
permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan provinsi,
nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan
daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan
daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas
pembangunan tahun 2023.

BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
secara eksplisit mengemukakan rencana program dan kegiatan
prioritas daerah  yang disusun  berdasarkan = evaluasi
pembangunan tahunan

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun
perencanaan.

BAB VII Penutup
Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.
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GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Letak Geografi dan Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Sijunjung terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera
Barat, dengan ibu kota berada di Muaro Sijunjung. Muaro Sijunjung
termasuk ke dalam Kecamatan Sijunjung. Sebagian besar penduduknya
bersuku Minangkabau dengan falsafah adat, pola pikir, tatanan budaya,
serta norma yang khas. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah 3.169,03
km? atau 7,54 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat sebesar 42.012,89
km?. Letak astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0°18’ 43” Lintang
Selatan sampai dengan 1°41’46” Lintang Selatan dan dari 100° 37°40” Bujur
Timur sampai dengan 101°30°52” Bujur Timur.

Sedangkan batas administrasi Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:
sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50
Kota dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Dhamasraya; sebelah Barat berbatasan
dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto. Wilayah administrasi
Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten
Sijunjung pada Gambar 2.1 berikut

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung

Kampar-Riau
PETAADMIBIST RASE
HABFPATEH SLARLIUNG
PROFIS] SUMATERA BARAT

B R 44 A AR AR B

2n

Sumber: RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

RKPD Kabupaten Sijjunjung Tahun 2023



Secara administratif Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (delapan)
kecamatan dan 61 (enam puluh satu) Nagari dan 1 (satu) desa. Kecamatan
Kamang Baru adalah kecamatan terluas dengan luas wilyah 837,8 km? atau
26,76 persen dari luas kabupaten, Kecamatan Sijunjung dengan luas
wilayah 748 km? dan Kecamatan Sump. Kecamatan Kamang Baru dengan
jumlah nagari 11 (sebelas) nagari. Kecamatan dengan luas terkecil adalah
Kecamatan Kupitan dengan luas 82,01 km? atau 2,62 persen dari luas total
Kabupaten. Rincian luas wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten
Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung

Luas Persentase Jumlah Jumlah
No Kecamatan Wilayah thd Luas Nagari Jorong
(km2) Kab
1. | Kamang Baru 914,13 28,84 11 61
2. | Tanjung Gadang 516,52 16,29 9 41
3. | Sijunjung 562,79 17,75 9 56
4. | Lubuk Tarok 192,12 6,06 6 24
5. | IV Nagari 125,32 3,95 5 17
6. | Kupitan 69,81 2,20 3+1 desa 14
7. | Koto VII 136,41 4,30 7 36
8. | Sumpur Kudus 651,89 20,57 11 55
Jumlah 3.169,03 100 62 304

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.1.2. Topografi

Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan
yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, dengan morfologi daerah
dibagi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran
dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), sebagian besar
daerah Kabupaten Sijunjung berada pada ketinggian 500 sampai 1.000
meter, yaitu sebesar 80 persen. Sisanya berada pada ketinggian lebih dari
1.000 meter di atas permukaan laut. Secara umum, gambaran mengenai
daerah yang memiliki luas paling besar di Kabupaten Sijunjung berada pada:

a. Ketinggian <100 mdpl hanya seluas 2.691 ha (0,86 persen) terdapat di
Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII,
dan Kecamatan Sijunjung.

b. Ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut dengan perkiraan
79.257 ha (25,32 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan
luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil
berada di Kecamatan Tanjung Gadang.

c. Ketinggian 200-300 mdpl seluas 65.163 Ha (20,9 persen) tersebar pada
seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan
Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Koto VII.

d. Ketinggian 300-400 mdpl seluas 53.719 ha (17,15 persen) tersebar pada
seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan
Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII.

e. Ketinggian 400-500 mdpl seluas 43.553 (13,91 persen) tersebar pada
seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan
Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII.
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f.  Ketinggian 500-600 mdpl seluas 27.482 ha (8,78 persen) tersebar pada
seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan
Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII,

g. Ketinggian 600-700 mdpl seluas 18.016 ha (5,76 persen) tersebar pada
seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Kupitan.

h. Ketinggian 700-800 mdpl seluas 10.285 ha (3,29 persen) hanya tersebar
di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk
Tarok, dan Sijunjung.

i. Ketinggian >800 mdpl seluas 12.914 ha (4,12 persen) hanya tersebar di
Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk
Tarok, dan Sijunjung. Ketinggian 1.250 mdpl hanya berada pada
Kecamatan Sumpur Kudus.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, potensi sumber daya alam
yang terdapat di Kabupaten Sijunjung bervariasi intensitas dan
penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan dapat lebih
maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan
dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan
pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara seksama dengan
memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan
berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi
di di Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan jajaran perbukitan
dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang
membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.

2.1.1.3. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis.
Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah
hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan
iklim global (global climate change) kelihatannya juga dirasakan oleh
Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung
meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem,
ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika
musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Dapat kita lihat tabel 2.2
dibawah , bahwa suhu tertinggi pada tahun 2021 34,6 ¢ yang mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun. Disamping itu untuk suhu terendahnya |,
yang tahun-tahun sebelumnya tetap , untuk tahun 2021 turun menjadi
19,4 c.

Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami
pergeseran ,tahun 2020 pada bulan Desember tetapi pada tahun 2021
terjadi pergeseran ke bulan Maret dengan curah hujan yang tinggi
dibandingkan dengan tahun -tahun sebelumnya 808,4 mm?. Perkembangan
iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021, dapat dilihat dalam tabel
berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Suhu terendah (C °) 21 21 21 21 19,4
2. Suhu tertinggi (C °) 33 33 33 33 34,6
3. Curah hujan terendah (mm? 80 82 83 83 133,9
Okt Feb Juli Juli Juli
4. | Curah hujan tertinggi (mm?® 412 540 569 569 | 808,4
Jan OKt Des Des Mar

Sumber:BPS Kabupaten Sijunjung, 2022
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2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dilalui oleh gugusan
Bukit Barisan, sehingga dipenuhi perbukitan dengan lembah yang curam.
Sehingga Secara geologi Kabupaten Sijunjung memiliki 17 jenis batuan
yang terdiri atas Batu Andesit, Batu Gamping, Batu Gamping, Batu
Gamping Pasiran, Batu Kuarsa, Batu Kuarsit, Batu Sabah Campur Batu
Gamping, Batu Sabak Campur Kuarsa, Diabas Basal, Diorit Kuarsa, Filit
Batu Sabak, Granit, Konglomerat, Kuarsa Porfir, Lempung dan Napal,
Lempung Pasir, Napal Lempungan, Sepih dan Batu Gamping, dan Tuf Batu
Apung. Secara rinciannya jenis batuan di Kabupaten Sijunjung dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jenis Batuan di Kabupaten Sijunjung

No Jenis Batuan Luas (Ha) Persentase
1 Batu Andesit 239,3 0,08
2 Batu Gamping 74,3 0,02
3 Batu Gamping Pasiran 190,7 0,06
4 Batu Kuarsa 36.905 11,64
S Batu Kuarsit 61.280 19,33
6 Batu Sabah Campur Batu Gamping 24.436 7,71
7 Batu Sabak Campur Kuarsa 60.577 19,10
8 Diabas Basal 1.061 0,33
9 Diorit Kuarsa 446,3 0,14
10 Filit Batu Sabak 837,5 0,26
11 Granit 80.220 25,31
12 Konglomerat 548,3 0,17
13 Kuarsa Porfir 3.346 1,06
14 Lempung dan Napal 34.662 10,93
15 Lempung Pasir 3.485 1,10
16 Napal Lempungan 7.874 2,48
17 Sepih dan Batu Gamping 233,9 0,07
Jumlah 316.903,36 100

Sumber: Perda No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijjunjung Tahun 2011-2031

2.1.1.5. Hidrologi
Kondisi air permukaan di Kabupaten Sijunjung banyak dipengaruhi

oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di
Kabupaten Sijunjung bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan
yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga
aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran
dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Di sekitar aliran
sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan
lainnya karena akan merusak aliran sungai.

Oleh karena itu, aktivitas usaha tersebut perlu dijaga daerah hulu
sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada
daerah hilir. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Sijunjung pada
umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-
anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan yang berasal daerah
tetangga menuju Batang Kuantan. Sungai-sungai utama di Kabupaten
Sijunjung meliputi, Batang Ombilin, Batang Sinamar, Batang Palangki dan
Batang Sukam.
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2.1.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam)

jenis yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah tersebut adalah:

a.

Jenis Tanah Alluvial

Tanah Aluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan,
kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral,
struktur tanahnya pejal atau tampa struktur dan konsistensinya keras
waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif
kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara
keseluruhan tanah alluvial mempuyai sifat fisik kurang baik sampai
sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas
tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah + 443 Ha
(0,15 persen) hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru.

Jenis Tanah Andosol

Tanah Andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat
sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika,
alumina, atau hidroxida besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan
memilki Ph antara 4,5-6. Luasan tanah jenis ini hanya terdapat di
Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus
dengan jumlah luasan 21.352 Hektar (6,82 persen) dari luas wilayah
Kabupaten.

Jenis Tanah Glei Humus

Tanah Glei Humus adalah jenis tanah yang pada umumnya mempunyai
solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam
sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering serta mengandung
bahan organik lebih dari 3 persen sehingga Ph nya sedikit asam sampai
netral , tingkat kesuburannya sedang dengan derajad kejenuhan basa
lebih dari 60 persen Luasan tanah jenis ini lebih kurang 45.555
Ha(14,55 persen) dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini terdapat di
Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang
terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru.

Jenis tanah Kambisol

Tanah Kambisol merupakan jenis tanah yang sedikit mengalami
pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus 145.481
(45,45 persen). Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan
dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang.

Jenis Tanah Latosol

Tanah Latosol, jenis tanah yang telah mengalami pelapukan intensif
dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur
basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis
tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok,
Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan
23.124 Ha (7,38 persen) dari luas wilayah Kabupaten.

Jenis Tanah podsolik

Tanah Podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm,
tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur
dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan
organiknya kurang dari 5 persen, kandungan unsur hara tanaman
rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara
4 — 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang
baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang,
sehingga mudah terjadi erosi.
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Sementara itu, produktivitas tanah yang rendah sampai sedang
ternyata mengalami pertumbuhan dengan baik, tetapi harus dengan
perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur
sedang lebih peka terhadap erosi. Sedangkan tanah dengan tekstur kasar
menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga
kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini
luasannya mencapai = 77.125 Ha (24,64persen) dari seluruh luas tanah
yang ada. Kondisi tanah seperti ini hampir terdapat di seluruh kecamatan
dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang
terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang.

2.1.1.7. Kawasan Hutan

Pembangunan berkembang dengan pesat dan perlu dilakukan
pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,
maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi
makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan
pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas,
hutan produksi dan hutan produksi konversi di Kabupaten Sijunjung.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung dalam beberapa tahun
terakhir ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sesuai dengan SK
Menteri Kehutanan Nomor 422 /Kpts-1I/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan tata
batas sampai dengan Tahun 2011, luas kawasan hutan Kabupaten
Sijunjung adalah + 204.018 ha, berdasarkan Menteri Kehutanan Nomor SK
35/Menhut-1I/2013 tanggal 15 Januari 2013 luas kawasan hutan
Kabupaten Sijunjung adalah 184.604 Ha. Pada tahun 2016 perkembangan
kawasan hutan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 424 /MenLHK /Setjen/PLA.2/6/2016 tangal 7
Juni 2016 menjadi 179.761 ha atau 57,42 persen dari luas kabupaten,
seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Luas Kabupaten
Kawasan Hutan Kawasan Kawasan
No.Sk 422/ Mehut Kawasan Hutan No.Sk 42 [Hutan No.Sk 35/
-II} 1099 dan Tata Hutan No.Sk 35/ |4/MeMenLHK/S|Menhut-II/ 2013
Menhut-II/ 2013 | etjen/PLA.2/6 berdasarkan
Batas s.d 2011
No 7 it /2016 perubahannya
awasan Hutan % Thdp % Thdp % Thdp| Luas |% Thdp
Luas Luas Luas H 1
(ha) Luas (ha) Luas (ha) Luas ( Ha) uas
Kab. Kab. Kab kab
1. | Kawasan Suaka Alam | 40.271 12,90 | 40.271 12,90 | 40.271| 12,86| 42.940| 13,54
dan Kawasan
Pelestarian Alam
(KSA/KPA)
Hutan Lindung 83.683 26,70 | 78.824 25,20 77897 | 24,88| 77.755| 24,52
Hutan Produksi 27.955 8,90 | 28.260 9,00 28.260( 9,03 28.082 8,85
Terbatas
4. | Hutan Produksi 33.672 10,80 | 22.318 7,10 19.954| 6,37 | 21.473| 15,62
5. | Hutan Produksi 18.439 5,90 | 14.931 4,80 9.561 3,05 9.512 3,00
Konversi
Jumlah 204.020( 65,20 (184.604| 59,00 |175.943| 56,20/ 179.761 57,42

Sumber: Perda No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijjunjung Tahun 2011-2031

Berdasarkan tabel diatas kawasan hutan 57,42 persen dari luas
Kabupaten sisanya 42,58 persen merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang diperuntukan sebgai kawasan budidaya, pertambangan, perikanan
dan perumahan, perkantoran dan ruang publik. Dapat kita lihat terjadi
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perubahan luas kawasan dikarenakan perubahan luas wilayah administrasi
kabupaten sijunjung. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di
Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh
kawasan hutan. Ini perlu adanya arah dan kebijakan pembangunan untuk
mengantisipasi pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan
penduduk Kabupaten Sijunjung. Perkembangan pembangunan yang pesat
baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan permukiman dan
sektor lainnya jelas akan memiliki implikasi terhadap kebutuhan lahan
sehingga perlu beberapa penyesuaian terhadap pengembangannya. Pola
penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021, dapat dilihat
pada gamabr berikut ini.

Gambar 2.2
Pola Penggunaan Lahan (Hektar) di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2021

g 4,59 0,52
120 36502 ?'0,11

H Hutan m Perkebunan = Permukiman H Sawah
B Semak Belukar ETegalan/Ladang O Perairan @ Tanah Terbuka

Sumber: Interpretasi Citra Satelit , 2020

2.1.1.8. Potensi Pegembangan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan
kodisi geografis. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui
secara konkrit tentang kategori dan subkategori potensi pengembangan
ekonomi suatu wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing
daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan
kondisi geografis daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan
rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah dan prioritas
pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah
bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan
secara optimal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat
akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2
indikator: 1) struktur/kontribusi kategori dan subkategori yang terkait
dalam perekonomian daerah. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa
suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan yang
cukup besar bilamana kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup
besar pula dan 2) laju pertumbuhan kategori dan sub kategori
bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk
pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 17



cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya. Kedua
indikator ini dapat mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah
menurut sektor dan sub sektor di Kabupaten Sijunjung.

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten
atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada
dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan
jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit
ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan,
sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang
dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada
satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan
sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang
tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten
Sijunjung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
e Atas Dasar harga Berlaku ( (Triliun Rupiah)
—p Atas Dasar harga Konstan { (Triliun Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam
memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu
daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan
oleh  setiap lapangan usaha menggambarkan  seberapa  besar
ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap
lapangan usaha. Struktur/kontribusi Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Kontribusi Ekonomi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

N L h Tahun

° apangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1. Pertanian, Kehutanan&Perikanan 30,59 | 29,47| 28,03 27,82 27,46

2. Pertambangan dan Penggalian 14,15 14,14| 14,18 13,74 13,29

3. Industri Pengolahan 3,02 2,99 2,52 2,60 2,73

4. | Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Limbah dan Daur Ulang

6. Konstruksi 13,31 13,80 | 14,29 14,33 14,49

7 Perdagangan Besar dan Eceran,; 11,26 11,51| 11,77 11,69 11,67
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan 7,63 7,55 7,74 7,15 7,17
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N L Usah Tahun
° b e 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan 0,78 0,80 0,84 0,79 0,83
Minum

10. | Informasi dan Komunikasi 2,90 2,99 3,17 3,44 3,50

11. | Jasa Keuangan dan Asuransi 2,41 2,33 2,28 2,36 2,53

12. | Real Estat 1,21 1,20 1,21 1,22 1,19

13. | Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 4,77 4,86 5,11 5,58 5,66
dan Jaminan Sosial Wajib

15. | Jasa Pendidikan 4,39 4,68 4,94 5,23 5,25

16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,72 1,79 1,87 2,09 2,19

17. | Jasa lainnya 1,74 1,79 1,93 1,86 1,95

PDRB 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian
Kabupaten Sijunjung didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha,
diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan
Penggalian; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat
dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Sijunjung.

Lapangan usaha yang memberikan peran terbesar dalam
pembPertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,46 persen
(angka ini menurun sebesar 3,13 persen dari tahun 2017). Selanjutnya
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,29 persen (turun
0,86 entukan PDRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 didominasi oleh
persen dari tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar
14,49 persen (naik 1,18 persen dari tahun 2017). Berikutnya lapangan
usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 11,67 persen (naik sebesar 0,41 persen di tahun 2017) dan
lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,17 persen (turun
0,46 persen dari tahun 2017).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya Konstruksi yang
tetap mengalami peningkatan peranannya selama S tahun terakhir.
Sementara untuk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan
Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor dan transportasi dan Pergudangan peranannya berfluktuasi namun
cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, peranan
lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Penyebab turunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
salah satunya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha
tersebut disertai dengan penurunan harga produk perkebunan yang
merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Sijunjung. Lambatnya
kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain
juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan.

Potensi pembangunan wilayah  Kabupaten Sijunjung dapat
dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini
pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam
pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat
merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan
potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan.
Pengembangan wilayah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2031
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terbagi 8 (delapan) kawasan untuk kepentingan lahan budidaya adalah
sebagai berikut:

a.

Kawasan peruntukan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi hingga tahun 2031 seluas
16.438 ha dari luas yang ada sekarang seluas 30.615 ha.
Pengembangan hutan produksi tersebut tersebar ke-8 kecamatan,
dengan luas terbesar di Kecamatan Sijunjung seluas 7.660 ha dan
terkecil di Kecamatan Sumpur Kudus seluas 521 ha.

Kawasan peruntukan pertanian lahan basah

Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk
pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan
dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pengembangan
pertanian lahan basah (sawah) dialokasikan seluas 12.303 Ha terutama
di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok,
Kecamatan Sijunjung, wilayah bagian bawah Kecamatan Sumpur
Kudus.

Kawasan peruntukan perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan
karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di
Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan,
dan di sebagian Kecamatan Sijunjung. Sedangkan untuk perkebunan
sawit lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Lubuk Tarok
dan wuntuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah
kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan
Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan
IV Nagari, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Sementara itu, pengembangan
tanaman holtikultura, terutama manggis dapat ditanam di seluruh
wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Tanjung Gadang dan
Kecamatan Lubuk Tarok.

Kawasan peruntukan perternakan

Pengembangan kawasan pertenakan diarahkan antara lain untuk: a)
budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan
Sumpur Kudus, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII,
Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya,
b) pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan
Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung dan
Kecamatan Koto VII sebagai sentranya, dan c) budidaya ternak kecil
(kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan
sentranya di Kecamatan Tanjung Gadang.

Kawasan peruntukan pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan di semua wilayah
kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, karena ke-8 kecamatan
memiliki bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi.

Kawasan peruntukan perindustrian

Pengembangan kawasan perindustrian untuk Kabupaten Sijunjung
adalah Muaro Bodi (Kecamatan IV Nagari) dan Kiliran Jao (Kecamatan
Kamang Baru). Kedua lokasi tersebut terletak pada posisi yang
strategis dan sangat mudah dijangkau oleh petani dalam menyalur
hasil pertaniannya.

Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada Kawasan Geopark
Silokek Ranah Minang dengan pusat pengembangan di Kecamatan
Sijunjung, Wahana Wisata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit
Rantang Kecamatan Kamang Baru, Ngalau Loguang di Nagari Aie
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Angek Kecamatan Sijunjung, dan objek wisata lainnya yang dapat
dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di
Calau Muaro, Rajo Ibadat di Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah
Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk
Tarok.

h. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan kawasan permukiman yang memiliki perumahan
perkotaan diarahkan di Muaro Sijunjung (Kecamatan Sijunjung),
Palangki (Kecamatan IV Nagari), Tanjung Ampalu (Kecamatan Koto VII),
Kamang, dan Sei Tambang (Kecamatan Kamang Baru).

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi
atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,
budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan
lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali
dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam
dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, dan rawan banjir.
Dikabupaten Sijunjung kawasan bencana alam ini sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sebaran Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan

No | Kecamatan Luasan (Ha)
A. Kawasan Rawan Bencana Banjir 291,61
1 Kamang Baru 213,27
2 Kupitan 78,34
B. Kawasan Rawan Bencana Longsor 238,68
1 Koto VII 52,74
2 Kupitan 4,44
3 Sijunjung 51,34
4 Sumpur Kudus 89,12
5 Tanjung Gadang 41,04
Jumlah 530,29

Sumber : Hasil Analisa GIS, 2022

Dengan banyaknya jenis dan seringnya bencana alam yang
mengancam, Kabupaten Sijunjung dapat disebut sebagai wilayah “rawan
bencana”. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam,
Kabupaten Sijunjung ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan
oleh manusia seperti konflik sosial dan epidemi wabah penyakit. Secara
geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung
Tufa (76.549 ha atau 24,45 persen), Batu Andesit Campur Tufa (61.833 ha
atau 19,75 persen), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 ha atau 19,44
persen), Batu Napal dan Lempung (36.850 ha atau 11,77 persen), Batu
Napal Gamping (34.640 ha atau 11,06 persen), Batu Sabah campur Batu
Gamping (24.405 ha atau 7,8 persen), serta beberapa jenis batuan lainnya
dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan
sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (land slide), gerakan tanah
runtuh atau gerakan tanah merayap dan Banjir.
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1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya gerakan tanah,
terkait dengan struktur dan jenis batuan pembentuknya. Secara umum
berdasarkan analisa GIS, wilayah nagari yang rawan terjadi gerakan tanah
adalah Padang Sibusuk, Pamuatan (Kec. Kupitan), keseluruhan wilayah
nagari dalam Kecamatan Tanjung Gadang, Limo Koto (Kec. Koto VII), Lalan,
Buluh Kasok, Kampung Dalam, dan Latang (Kec. Lubuk Tarok), Silokek,
Solok Ambah (Kecamatan Sijunjung), serta Takuang, Siaur, dan Sungai
Lansek (Kecamatan Kamang Baru).

2. Kawasan Rawan Longsor

Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah atau material yang bergerak ke bawah atau ke luar
lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung
pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah
hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut,
namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan
manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara
lain adalah :

a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu
lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, dan stratigrafi.

b. Iklim : curah hujan yang tinggi.

c. Keadaan topografi : lereng curam.

d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa
air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.

e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

Gejala umum terjadinya tanah longsor diantaranya, munculnya
retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing; Biasanya
terjadi setelah hujan; Munculnya mata air baru secara tiba-tiba; Tebing
rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Kabupaten Sijunjung hampir tiap bulan mengalami longsor lahan
setiap musim hujan. Daerah yang mengalami longsor paling tinggi adalah
disepanjang jalan Lintas Sumatera terutama di Kecamatan Tanjung Gadang.
Daerah rawan longsor lainnya adalah Jalan Muaro-Silokek- Durian Gadang,
Jalan Sijunjung -Aie Angek, Jalan Aie Angek -Paru, Jalan Kumanis -
Sumpur Kudus, Jalan Tamparungo — Sisawah, dan Jalan Sibakur — Langki.
Berdasarkan hasil analisis GIS, kerawanan bahaya longsor lahan tingkat
sedang berada pada Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan, Kecamatan
Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Tanjung Gadang.

3. Kawasan Rawan Banjir

Banjir secara alamiah, pada umumnya disebabkan oleh curah hujan
yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air dari sungai,
anak sungai alamiah, saluran drainase dan kanal tidak mampu
menampung akumulasi air hujan maka terjadi luapan air sungai.
Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat
sedimentasi yang terjadi di muara, maupun berpindah-pindahnya alur
sungai dan run off sungai atau kemiringan sungai yang relatif tinggi.

Banjir bandang (galodo) dan tanah longsor adalah suatu fenomena
alam yang jamak. Bencana banjir terjadi bukan hanya karena faktor
alamiah, namun juga disebabkan karena campur tangan manusia.
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga
menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang
masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui
kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan
curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air
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dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air
juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan
sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan
dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran
permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga
kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Banjir hampir sering
terjadi terutama bila musim hujan. Secara umum rawan banjir terjadi pada
sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradient)
sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30 persen), jika terjadi hujan yang
cukup lebat, di hulu maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi
seperti di Padang Sibusuk dan Pamuatan (Kec. Kupitan), Kamang (Kec.
Kamang Baru), dan Palaluar (Kecamatan Koto VII).

Kabupaten Sijunjung dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yaitu sungai
Batang Ombilin, Batang Sukam dan sungai Batang Palangki. Sungai Batang
Ombilin saat ini mengalami pendakalan, erosi, pemcemaran air dan
perubahan pola aliran sungai. Tingginya erosi dan sedimentasi pada sungai-
sungai tersebut menyebaban terjadi penumpukan sedimen yang cukup
signifikan yang di Muara Tiga Sungai, sehingga daya tampung sungai
menurun, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4

Tanggal 8 Februar 2020
Genangan banjir di
I Muaro Tiga Sungai

Kabupaten Sijunjung

/ (120 Ha)

SUNGAL BATANG PALANGKL

Sumber: Bapppeda Sijunjung, 2022

Sungai Batang Palangki adalah sungai yang paling mengkhawatirkan
jika dibanndingkan dengan kondisi sungai Batang Ombilin dan Sungai
Batang Sukam. Sdimen pada sungai ini sangat besar kontribusinya
terhadap Muara Tiga Sungai. Terlihat dalam analisa sedimen bahwa Sungai
Palangki memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi dan perlu segera
di tanggulangi. Dan Berdasarkan hasil survey dan Investigasi, kondisi
sungai Batang Sukam masih dalam kondisi baik, hanya di temukan
beberapa spot sedimentasi dan erosi tebing yang hanya berada di hilir
sungai Batang Sukam. Namun kondisi tebing sungai Batang Sukam yang
terkikis yang jika dibiarkan dapat memakan lahan pertanian dan
perkebunan masyarakat sekitar. Muaro Tiga Sungai merupakan daerah
bottle-neck.
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Perubahan pola aliran sungai, erosi dan sedimentasi yang terjadi
sepanjang aliran Sungai Batang Ombilin, Batang Sukam dan Batang
Palangki yang ditambah dengan kondisi geologi Kabupaten Sijunjung yang
sebagaian besar didominasi bebatuan mangakibatkan sering terjadinya
banjir, tanah longsor dan pergerakan tanah. Beberapa kasus tanah longsor
dan banjir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kasus bencana Alam di kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021

No Kasus Tahun Gambar
1. | Tanggal 30 Oktober 2021Terjadi banjir 2021 k]
bandang di nagari Kampung Dalam dan
Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok
di Kab. Sijunjung

2. | Tanggal 8 Februari 2020, Jembatan Nagari 2020
Batu Manjula putus, tanah longsor dan banjir
hampir di seluruh Kecamatan di Kab.
Sijunjung

3. | Tanggal 5 November 2019 akibat hujan lebat 2019
jalan penghubung 10 nagari di kawasan
nagari Kumanis amblas sepanjang 75 m.

4. | Tanggal 7 Juli 2018 terjadi banjir di Jorong 2018
Muaro Linggo, Jorong Liambang dan Jorong
Koto Langki , Kab. Sijunjung, (41 rumah
tergenang

5. | Tanggal 3 Maret 2017 terjadi banjir dan tanah 2017
longsor di Kec. Kamang Baru dan Kec. Lubuak
Tarok, Kab. Sijunjung (100 ha lahan pertanian
tergenang

6. | Tanggal 17 April 2016 Kec. Sijunjung, akibat 2016
luapan Sunagi Palangki(12 rumah rusak )

7. | Tanggal 8 Pebruari 2016 Kab. Sijunjung 2016
diterjang banjir akibat luapan S.Sukam dan S.
Palangki (51 KK dievakuasi)

Sumber: Bapppeda, 2022

Kejadian bencana alam banjir, gempa bumi, tanah longsor tahun
2019-2021 dan , kebakaran hutan pada tahun 2021 per Kecamatan di
Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Jumlah Nagari yang Mengalami Bencana Alam Menurut
Kecamatan di Kabupaten Sijunjung, 2019-2021

Banjir Gempa Bumi Tanah Lonsor
No Kecamatan 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 2019 2020 | 2021
1. | Kamang Baru 3 S 6 - - - 1 1 17
2. | Tanjung Gadang - 6 3 - - - S 7 5
3. | Sijunjung 5 6 4 - - 1 4 3 4
4. Lubuk Tarok 1 - - - - - 2 4
5. | IV Nagari - 2 2 - - - - 1 -
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Banjir Gempa Bumi Tanah Lonsor
No Kecamatan 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 2019 |2020 | 2021
6. | Kupitan - - - - - - 1 1 -
7. Koto VII - - - - - - 2 2 -
8. | Sumpur Kudus 7 8 9 - - 2 9 6 6
Jumlah 16 27 24 - - 3 24 25 17

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Selain bencana alam, dimulai pada triwulan I tahun 2020, seluruh
dunia termasuk Indonesia, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten
Sijunjung mendapatkan bencana wabah kesehatan dengan adanya pandemi
penyebaran virus Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19
yang awalnya merupakan ancaman Kesehatan kini berkembang menjadi
ancaman bagi pergerakan perekonomian serta menjadi bencana sosial.

Namun dengan adanya upaya pengendalian, pencegahan dan
penanganan maka secara perlahan hingga akhir 2021, angka
perkembangan kasus covid yang terkonfirmasi di Kabupaten Sijunjung
semakin lama dapat diturunkan dan dikendalikan. Hingga kondisi triwulan
I Tahun 2022, sudah tidak ada kasus terkonfirmasi covid yang cukup
berarti, namun perhatian terhadap perkembangan kasus covid tetap dijaga
dengan cara tetap memberikan edukasi penggunaan masker, tetap mencuci
tangan atau menggunakan handsanitizer secara berkala dan mempercepat
capaian vaksinasi I, II dan Booster.

2.1.1.10. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui
jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk,
sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Salah satu tantangan utama
pembangunan daerah saat ini yaitu perubahan demografi. Salah satu modal
pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi
adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata
lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal
dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang
berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas,
keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan
secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan
suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam
pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari
pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan
mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan
pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang
cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat
tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk
dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin
terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi
dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang
demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Berdasarkan data BPS dalam indikator statistik terkini hasil proyeksi
penduduk tahun 2010-2035, maka di proyeksikan jumlah penduduk
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebanyak 237.313 jiwa
meningkatkan jika dibandingkan capaian pada tahun 2020 sebanyak
235.045 jiwa. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam
pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan
sasaran pembangunan dan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.
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Untuk itu, tentu pembangunan harus diorientasikan pada peningkatan
kualitas penduduk dan pengendalian pertumbuhan serta mobilitasnya.
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021,
dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017- 2021 (jiwa)

238,000 237.376 237.313
236,000 235.045
233.810
234,000
232,000
230.104
230,000
228,000 I
226,000
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur
penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan
oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena
itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat
mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang
berpenduduk wusia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan
penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan untuk data kependudukan yang disusun Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupakan data kependudukan hasil pelayanan
administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan
aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data
Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji
ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga
kualitas data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian
dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Kependudukan
Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk
semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31
Desember.

Tabel 2.9 .
Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 Per

Kecamatan Tahun 20217-2021 (Jiwa)

Tahun Pertum
N Kecamatan buhan
° 2017 2018 2019 2020 2021 2020-2021
1. | Kamang Baru 49.359 50.438 51.477 50.459 51.176 1,90
2. | Tjg. Gadang 24.977 25.242 25.494 26.900 27.187 1,43
3. | Sijunjung 45.951 46.585 47.196 47.925 48.04 1,33
4. | Lubuk Tarok 15.205 15.338 15.467 17.567 17.779 1,61
5. | IV Nagari 16.932 17.319 17.698 15.584 15.660 0,65
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Pertum

Tahun
N Kecamatan buhan
o 2017 2018 2019 2020 2021 2020-2021
6. | Kupitan 13.977 14.161 14.332 13.193 13.227 0,34
7. | Koto VII 37.902 38.565 39.201 37.549 37.845 1,05
8. | Sumpur Kudus 25.801 26.162 26.511 25.868 37.845 0,86
Total 230.104 | 233.810 | 237.376 | 235.045 237.313 1,29

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat, pertumbuhan penduduk tahun pada
tahun 2020-2021 mencapai 1,29 persen. Kecamatan dengan laju
pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Kamang Baru 1,29
persen dan yang terendah Kecamtan Kupitan 0,34 persen.

Laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kepadatan
penduduk. Rata-rata kepadapatan penduduk di Kabupaten Sijunjung
adalah sebesar 75,80 jiwa per km? artinya setiap satu km? wilayah
Kabupaten Sijunjung ditempati sekitar 75 jiwa. Kecamatan Koto VII menjadi
wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 263 jiwa per km?. Sebaliknya
Kecamatan Sumpur Kudus menjadi wilayah dengan kepadatan terendah,
yaitu sebesar 45,25 jiwa per km?.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2021
Jumlah Penduduk Persentase (Jiwa/km2)
No Kecamatan (Jiwa) penduduk
1. Kamang Baru 51.176 21,56 61,08
2. | Tanjung Gadang 27.187 11,46 59,13
3. | Sijunjung 48.04 20,40 64,71
4. Lubuk Tarok 17.779 7,49 94,77
5. | Kupitan 15.660 6,63 162,62
6. IV Nagari 13.227 5,61 161,29
7. | Koto VII 37.845 15,98 263,00
8. Sumpur Kudus 37.845 11,01 45,25
Jumlah 237.313 100 75,80

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung didominasi oleh kelompok
penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun 2021 sebanyak 161,462 jiwa
atau 68,04 persen lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif
berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun sebanyak 75.851 jiwa
atau 31,96 persen. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung memiliki
bonus demografi, sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan
percepatan pembangunan daerah yang diringi dengan program-program
pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi bisa menjadi pilar peningkatan produktivitas
Kabupaten Sijunjung dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui
pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif. Jumlah penduduk usia
produktif yang meningkat di Kabupaten Sijunjung harus didukung dengan
ketersedian lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat
dalam mempersiapkan bonus demografi. Terdapat banyak cara untuk
mewujudkannya, seperti melakukan peningkatan investasi, memfasilitasi
masyarakat untuk menjadi pengusaha dan mengembangkan usaha kecil
dan menengah.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan
bagi daerah, jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia
produktif. Bonus demografi bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah
daerah jika tidak dipersiapkan dengan Dbaik. Terutama dalam
mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan
tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak
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memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan
saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan
tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang meningkat menjadi awal
bagi daerah yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab,
dari sini bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti
berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara
kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan,
meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh
buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Tabel 2.11
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Sijunjung Tahun 2021

Jenis Kelamin

NO Kelompok Umur Laki-Laki e Jumlah
1. 0-4 10.498 10.125 20.623
2. 5-9 10.260 9.701 19.961
3. 10-14 11.064 10.527 21.591
4. 15-19 11.170 10.427 21.597
5. 20-24 10.473 9.514 19.987
6. 25-29 9.460 9.123 18.583
7. 30-34 9.374 9.483 18.857
8. 35-39 9.151 8.950 18.101
9. 40-44 8.707 8.301 17.008
10. 45-49 7.920 7.519 15.439
11. 50-54 6.362 6.307 12.669
12. 55-59 5.280 5.152 10.432
13. 60-64 4.319 4.470 8.789
14. 65-69 3.178 3.291 6.469
15. 70-74 1.695 1.977 3.672
16. 75+ 1.406 2.129 3.535
Jumlah 120.317 116.996 237 .313

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Penduduk di Kabupaten Sijunjung berusia diatas 15 tahun pada
tahun 2021 mencapai 175,138 orang. Angkatan kerjanya mencapai 123,532
dan bukan angkatan kerja 52.781 orang dan bekerja 119,119 orang.
Jumlah pengangguran mencapai 4,413 orang, pengangguran terbanyak
adalah kaum laki-laki yang mencapai 3,322 sementara kaum perempuan
yang mengangur mencapai 1,091 orang, seperti terlihat pada infografis
berikut.

Gambar 2.6 .
Angakatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pekerjaan
dan Jenis Kelamain Tahun 2021
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Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022
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Dilihat dari tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kabupaten
Sijunjung. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD mencapai 25,361
orang. Angakatan kerja yang berpendidikan SD tersebut yang bekerja
hannya 24,149 orang dan mengangur 1,212 orang. Dari sisi persentase
penganguran terhadap angkatan kerja, SMA kejuaruan menempati tingkat
penganguran tertinggi sebesar 966 orang atau 6,62 persen dari angkatan
kerja SMA kejuruan yang mencapai 14,603 orang, hal tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021

Persentase
3 5 . Pengang- Jumlah Pengangguran
No | Tingkat Pendidikan Bekerja Anggkatan
guran Kerja Terhadap )
Angkatan Kerja
1. | Tidak Tamat SD 23.618 202 23.820 0,85
2. | SD 24.149 1.212 25.361 4,78
3. | SLTP 20.526 835 21.361 3,91
4. | SMA 20.086 818 20.904 3,91
5. | SMA Kejuruan 13.637 966 14.603 6,62
6. | Diploma 2.958 93 3.051 3,05
7. | Universitas 14.145 287 14.432 1,99
Jumlah 119.119 4.413 123.532

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan. Bekerja pada sektor jasa lainnya 55.936 jiwa atau
46,96 persen, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebanyak
46.572 jiwa atau 39,10 persen, seperti terlihat pada infografis berikut ini.

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2021

Laki-laki 27,106 orang
Perempuan 28,830 orang

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paripurna (ultimate
goals) dari pembangunan suatu wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan
tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang disepakati baik secara
global maupun nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, aspek
kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang
terdiri dari tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran, serta Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen pendukungnya seperti Usia
Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan
Pengeluaran per Kapita.
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2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap
tahapan kegiatan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi dan
perkembangan ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur
yang tersedia. Hal ini dijadikan sebagai dasar dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah serta berbagai macam program dan
kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk
melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju
pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan
terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang
sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua
lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun
waktu setahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah
bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah
domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam
suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang
dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB dapat dilakukan
melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan
pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.
Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan
nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga disebut sebagai salah satu
indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam
suatu periode tertentu, seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siunjung, Provinsi dan Nasiona
Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan Gambar ditas pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sijunjung selama 5 (lima ) Tahun cenderung melambat, sempat tumbuh
5,26 persen tahun 2017 justru terus menurun hingga mencapai angka 4,81
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persen pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan
lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar
-1,10 persen. Kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada
tahun 2021 ternyata mengalami rebound dengan kondisi yang lebih
membaik. Secara nasional pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tumbuh
sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang
mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,0 persen, begitupun capaian
pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar
3,29 persen, Kabupaten Sijunjung 3,15 persen yang dalam capaiannya
masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi, seperti terlihat pada grafik
berikut ini. Kontribusi sektor lapangan usahan terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2020, seperti terlihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021 (Persen)

Tahun
No Sektor Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 2,25 2,55 0,40 0,11 2,72
2. Pertambangan dan Pengalian 4,17 4,24 6,27 -1,17 -4,42
3. Industri Pengolahan 0,46 4,55 -5,50 -1,96 8,48
4. Listrik dan Gas 7,24 7,31 4,33 -5,02 4,37
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 5,61 3,89 3,90 1,98 3,40
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 9,39 7,09 7,92 -4,17 3,92
7. Perdangangan besar dan Enceran 7,41 6,53 7,10 -0,21 5,82
8. Transportasi dan Penggudangan 7,63 5,79 7,94 |-10,60 4,88
9. Penyediaan Akomodasi danMakanan 9,24 7,97 7,92 -8,76 9,38
10. Informasi dan Komunikasi 11,47 9,53 9,96 8,40 5,25
11. Jasa Keuangan dan Asuransi -2,01 0,61 2,09 1,20 8,92
12. Real Estat 5,17 4,43 5,54 0,65 0,87
13. Jasa Perusahaan 5,04 5,60 6,35 -2,07 3,88
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 5,21 6,09 5,20 -0,64 3,84
Jaminan Sosial
15. Jasa Pendidikan 8,10 8,59 8,22 5,12 4,25
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,33 8,30 7,49 8,23 8,21
17. Jasa Lainnya 9,07 8,93 9,20 -7,27 8,96
Pertumbuhan Ekonomi (persen) 5,26 5,07 4,81 -1,10 3,15

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan PDRB Kabupaten Sijunjung menurut lapangan usaha,
nilai PDRB pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat.
Pertumbuhan tersebut, terlihat pada beberapa sektor usaha pada tahun
2020 bernilai minus dan di tahun 2021 kembali menunjukan kenaikan
yang signifikan, sektor usaha tersebut antara lain industri pengolahan,
listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan
akomodasi dan makanan, jasa perusahaan, administrasi Pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial serta jasa lainnya. Selain lapangan usaha
yang mengalami kenaikan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian
masih terus mengalami penurunan dari -1,17 persen di tahun 2020
menjadi -4,42 persen di tahun 2021.

Jika dirinci berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi
tertinggi yang dicapai tahun 2021 adalah lapangan usaha penyediaan
akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 9,38 persen dari -8.76 persen
ditahun 2020. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya
adalah jasa lainnya yakni sebesar 8,96 persen disusul jasa keuangan dan
asuransi yakni sebesar 8,92 persen. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat
dilihat nilai PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama
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tahun 2020-2021 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat.
Peningkatan pertumbuhan tersebut menandakan bahwa usaha di Indonesia
khususnya Kabupaten Sijunjung mulai menggeliat kembali setelah hampir
2 tahun lamanya berbagai usaha terhenti akibat Pandemi Covid-19.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun
2021 sebesar 3,15 persen dari -1,10 persen di tahun 2020. Hanya saja
masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lebih baik, karena dari 17 kategori
lapangan usaha yang digunakan dalam penghitungan, masih terdapat 10
lapangan usaha dengan persentase pertumbuhan dibawah 5 persen.

Jika  dibandingkan dengan laju  pertumbuhan  ekonomi
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sijunjung masih lambat bila dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi dan  Nasional
Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

NO Kab/Kota Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Provinsi/Nasional 2017 2018 | 2019 2020 2021
1 Kab. Kep. Mentawai 5,12 4,91 4,76 -1,85 2,89
2 Kab. Pesisir Selatan 5,41 5,35 4,81 -1,11 3,37
3 Kab. Solok 5,32 5,22 5,07 -1,13 3,32
4 Kab. Sijunjung 5,26 5,09 4,83 -1,10 3,15
5 Kab. Tanah Datar 5,11 5,07 5,01 -1,13 3,30
6 Kab. Padang Pariaman 5,58 5,46 2,51 -10,47 2,18
7 Kab. Agam 5,51 5,26 4,81 -1,38 3,70
8 Kab. Lima Puluh Kota 5,33 5,26 5,10 -1,38 3,33
9 Kab. Pasaman 5,08 5,00 4,84 -1,16 3,39
10 | Kab. Solok Selatan 5,15 5,03 4,89 -1,87 3,35
11 | Kab. Dharmasraya 5,44 5,31 4,98 -1,24 3,42
12 | Kab. Pasaman Barat 5,34 5,24 4,49 -1,39 3,75
13 | Kota Padang 6,23 6,09 5,68 1,34 3,66
14 | Kota Solok 5,76 5,68 5,53 -1,86 3,56
15 | Kota Sawahlunto 5,74 5,52 5,34 -1,42 2,49
16 | Kota Padang Panjang 5,80 5,73 5,59 -1,27 3,46
17 | Kota Bukittinggi 6,08 6,02 5,88 -1,44 3,61
18 | Kota Payakumbuh 6,12 6,05 5,92 -1,74 3,58
19 | Kota Pariaman 5,61 5,50 5,33 -1,66 3,53

Sumatera Barat 5,30 5,14 5,01 -1,62 3,29

Nasional 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,69

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2021, maka capaian
tersebut dapat dikelompokkan pada :

a. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar
3,29 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto dan
termasuk Kabupaten Sijunjung

b. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di diatas laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar
3,29 namun dibawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar
3,69 persen sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yakni Kab. Pesisir
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Selatan, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab.
Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Solok, Kota
Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan
Kota Pariaman.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di diatas
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,69 persen sebanyak 2
(dua) Kabupaten yakni Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah juga dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar
kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,
sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah
tersebut. PDRB per kapita atas dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga
Konstan (HK) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

Nilai PDRB (Triliun Rupiah)

Atas Dasar harga Berlaku 7,93 8,49 9,15 9,14 9,57
Atas Dasar harga Konstan 6,14 6,45 6,76 6,68 6,89
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)

Atas Dasar harga Berlaku 34,45 36,31 38,54 38,87 40,31
Atas Dasar harga Konstan 26,67 27,57 28,47 28,43 29,05
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 5,26 5,07 4,81 -1,10 3,15
Jumlah Penduduk (orang)/Population 230.104 233.810 237.376 | 235.045 | 237.313
Pertumbuhan Jumlah Penduduk 1,68 1,61 1,53 1,49 1,29

Sumber: PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai PDRB dan PDRB
perkapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku dan atas dasar
harga konstan senantiasa mengalami kenaikan. Nilai PDRB per kapita
Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga
2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita
tercatat sebesar 34,45 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami
kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 40,31 juta rupiah. Kenaikan angka
PDRB perkapita cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh factor inflasi.
Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung selama lima tahun
terakhir sangat fluktuatif dan secara umum mengalami perlambatan.
Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2017 sebesar 5,26 persen
sedangkan tahun 2021 mengalami perlambatan menjadi 3,15 persen.

Bila dibandingkan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sijunjung
dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021. Pada tahun
2021, PDRB Perkapita atas Harga Berlaku dengan capaian tertinggi yakni
pada Kota Bukittinggi sebesar Rp. 74,24 juta, dan terendah di Kabupaten
Pesisir Selatan sebesar Rp. 29.29 juta. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten
Sijunbjung Rp. 40,31 juta berada diawah Rata-rata asional dan Provinsi.
Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku masing-
masing Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 2.16
PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se-
Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No Kab/Kota Tahun
Provinsi/Nasional 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Kep. Mentawai 45,12 47,06 50,12 53,19 54,80
2 Kab. Pesisir Selatan 26,39 28,32 30,12 28,04 29,29
3 Kab. Solok 31,96 34,09 36,39 35,96 35,72
4 Kab. Sijunjung 34,67 36,32 38,48 37,87 40,31
5 Kab. Tanah Datar 32,97 35,13 37,61 37,33 36,31
6 Kab. Padang Pariaman 46,32 49,46 51,22 42,94 42,62
7 Kab. Agam 36,83 39,25 41,83 41,18 39,96
8 Kab. Lima Puluh Kota 35,98 38,27 40,79 40,24 41,99
9 Kab. Pasaman 28,30 29,88 31,68 31,32 31,12
10 | Kab. Solok Selatan 29,55 30,97 32,59 31,81 31,26
11 Kab. Dharmasraya 38,45 40,15 41,81 40,40 46,52
12 | Kab. Pasaman Barat 32,06 33,53 34,71 33,75 36,51
13 | Kota Padang 57,27 61,25 65,68 64,66 71,36
14 | Kota Solok 50,57 53,45 57,04 56,05 57,09
15 | Kota Sawahlunto 51,55 55,01 58,88 58,01 58,62
16 | Kota Padang Panjang 56,74 60,36 64,75 63,82 64,09
17 | Kota Bukittinggi 58,78 62,22 66,52 65,00 74,24
18 | Kota Payakumbuh 42,78 45,89 50,37 49,63 51,64
19 | Kota Pariaman 49,75 52,69 56,59 55,86 55,18
Sumatera Barat 40,19 42,84 45,29 44,03 45,29
Nasional 51,90 56,00 59,10 56,90 62,24

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari sisi rata-rata pegeluaran perkapita menurut kelompok makanan
dan kelompok bukan makanan. Di Kabupaten Sijunjung Rata-rata
Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk makanan dan minuman jadi
merupakan yang tertinggi yaitu mencapai Rp160.472,- dan terendah untuk
pengeluaran ikan/udang/cumi/kerang. Sementara, untuk kelompok bukan
makanan pengeluran perkapita tertinggi digunakan untuk perumahan dan
fasilitas rumah tangga sebesar Rp226.996,- dan terendah untuk
pengeluaran barang yang tahan lama yang capai Rp59.307,-.

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera
Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No Kab/Kota Tahun
Provinsi/Nasional 2017 2018 2019 2020 2021
1. Kab. Kep. Mentawai 30.91 31.82 32.36 33.83 34.41
2. Kab. Pesisir Selatan 18.98 19.84 20.55 18.84 19.21
3. Kab. Solok 24.32 25.41 26.41 25.08 25.67
4. Kab. Sijunjung 26.67 27.57 28.18 28.52 29.05
5. Kab. Tanah Datar 25.34 26.55 27.76 25.81 26.47
6. | Kab. Padang Pariaman 30.05 31.51 31.97 27.78 28.17
7. Kab. Agam 27.36 28.58 29.59 27.31 27.97
8. Kab. Lima Puluh Kota 26.92 28.08 29.09 28.89 29.64
9. Kab. Pasaman 20.36 21.17 21.82 20.49 20.88
10. | Kab. Solok Selatan 21.82 22.53 23.01 21.69 21.96
11. | Kab. Dharmasraya 29.06 29.83 30.08 32.74 33.34
12. | Kab. Pasaman Barat 24.30 25.08 25.43 26.18 26.77
13. | Kota Padang 42.80 44.81 46.39 48.07 49.51
14. | Kota Solok 37.62 39.08 40.13 38.80 39.44
15. | Kota Sawahlunto 41.00 42.90 44.55 42.50 43.08
16. | Kota Padang Panjang 44.12 46.14 47.67 45.34 46.19
17. | Kota Bukittinggi 43.24 45.14 46.62 50.02 51.51
18. | Kota Payakumbuh 30.33 31.70 32.78 31.75 32.38
19. | Kota Pariaman 37.34 38.93 40.27 37.76 38.51
Sumatera Barat 29.31 30.48 31.67 30.81 31.36
Nasional 37.85 39.34 41.02 39.79 40.76

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 11-24



Pengeluaran rata-rata per kapita ini adalah biaya yang dikeluarkan
untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang
berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan
banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. rata-rata
pegeluaran perkapita menurut kelompok makanan dan kelompok bukan
makanan sebulan pada tahun 2021, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok
Makanan dan Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2021

RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA
MENURUT KELOMPOK MAKANAN MENURUT KELOMPOK BUKAN MAKANAN

Makanan dan Minuman Jadi
= Rp 160.472,- Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga
Rp 226996,
Padi-padia

Bp 1.011,-

3 Rokok
% Rp 87.799,-
G‘s;:_% Sayur-sayuran
o Rp 68.378

= Tkany/Udang/Cumi/Keranyg Barang yang Tahan Lama
o BTt 6,= Rp 59.307.-

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Ancka Barang dan Jasa
Rp 118.566.-

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga
barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun
waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan
arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor
permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di
pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara
menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi
barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat
yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Barometer tingkat inflasi di Kabupaten Sijunjung adalah tingkat
inflasi Provinsi dan inflasi di Kota Bukittinggi. Tingkat inflasi di Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2021 cederung meningkat dari bulan Januari
sampai dengan Desember, hal ini dikarenakan posisi inflasi di bulan
Januari mengalami kontraksi dikarenakan adanya pandemik covid 19 dan
banyaknya aktifitas masyarakat dan ekonomi yang belum berjalan,adapun
perkembangan lanju inflasi selama tahun 2021 dapat dilihat pada grafik
berikut ini.

Gambar 2.10
Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
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Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022
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Mengutip dari Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat terkait
dengan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Sumaera Barat Desember
2021 Nomor : 01/01/13/Th.XXV pada tanggal 3 Januari 2022 bahwa
Inflasi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni terjadi pada
bulan Januari, Maret, Mei, September, Oktober, November, dan Desember.
Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 0,65 persen dan
terendah terjadi pada bulan September sebesar 0,10 persen. Sementara itu,
deflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus. Deflasi
tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,38 persen dan deflasi
terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,01 persen.

Inflasi Sumatera Barat terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga
Konsume (IHK) pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran, yakni kelompok
kesehatan sebesar 6,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya
sebesar 6,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan
rutin rumah tangga sebesar 2,99 persen; kelompok perawatan pribadi dan
jasa lainnya sebesar 2,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan
bahan bakar sebesar 1,63 persen; kelompok transportasi sebesar 1,54
persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,38
persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,88 persen;
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen; dan kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70 persen. Sedangkan
kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen. Kelompok
yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat selama tahun 2021
adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,27 persen;
kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,24 persen;
kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan
dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan,
peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok rekreasi,
olahraga, dan budaya; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
masing-masing sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10
persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; dan kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Sedangkan
kelompok pendidikan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen. Secara
lebih detail Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021 di
Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran Inflasi Andil Inflasi

Umum 1,40 1,40
Makanan, Minuman dan Tembakau 0,88 0,27
Pakaian dan Alas Kaki 0,72 0,05
Perumahan, Air, Listrik dan bahan Bakar Rumah 1,63 0,24
Tangga

Perlengkapan, Peralatan&Pemeliharaan 2,99 0,12
Rutin Rumah Tangga

Kesehatan 6,23 0,10
Transportasi 1,54 0,22
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 0,70 0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya 6,17 0,12
Pendidikan -0,12 -0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran 1,38 0,13
Perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,00 0,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022
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Inflasi di Sumatera Barat secara tahun kalender dan inflasi year on
year pada bulan Desember 2021 Sumatera Barat tercatat sebesar 1,40
persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi year on year
pada bulan yang sama tahun 2020 sebesar 2,11 persen dan tahun 2019
mengalami inflasi sebesar 1,66 persen. Angka capaian inflasi di Sumatera
Barat selama S5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan capaian
angka inflasi tahun 2021 merupakan yang terendah, yang dapat dilihat
pada grafik berikut ini.

Gambar 2.11
Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sumatera
Barat dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Perhitungan laju inflasi Kabupaten Sijunjung juga diwakili oleh
inflasi yang terjadi di Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perdagangan
barang dan jasa terdekat, seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.12
Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bukittinggi
Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Dari Gambar ditas secara umum inflasi terjadi di kota Bukittinggi
pada pertengahan dan akhir tahun dan memiliki pola yang hampir sama
setiap tahunnya. Kenaikan pada pertengahan tahun terjadi seiring dengan
meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka ~menyambut
datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri yang
jatuh pada bulan Mei tahun 2021 menyebabkan terjadinya inflasi sebesar
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0,26persen. Meski tidak begitu tinggi, inflasi tersebut tetap bergerak naik
ditengah pemberlakuan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah
dan penurunan laju IHK secara regional. Sementara inflasi pada akhir
tahun sebagian besar disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat
pada masa-masa musim liburan dan cuti bersama. Pada akhir tahun 2021
inflasi sebesar 0,53 persen pada bulan September didorong oleh terjadinya
cuti bersama yang disertai pelonggaran pembatasan sosial yang
menyebabkan tingginya permintaan konsumsi masyarakat. Sementara
untuk perkembangan inflasi tahunan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung
berdasarkan tingkat inflasi tahunan yang terjadi di Kota Bukittinggi tahun
2017-2021 disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.13
Perkembangan Inflasi di Bukittinggi Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Ditengah wabah pandemi Covid-19, inflasi yang terjadi pada tahun
2021 adalah sebesar 1,69 persen. Kondisi ini didorong oleh kenaikan harga
yang terjadi pada 9 (sembilan) kelompok pengeluaran masyarakat.
Kelompok tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga kelompok
makanan, minuman, tembakau dan kelompok perawatan pribadi serta jasa
lainnya.

Perkembangan inflasi dan harga yang berfluktuatif tersebut secara
tidak langsung akan berdampak pada pendapatan atau nilai tukar petani.
Disisi lain, inflasi yang terjadi pada batas-batas tertentu dan stabil akan
mendorong produksi dan menguntungkan petani. Mencermati kondisi
tersebut, Pemerintah Daerah melalui dibawah koordinasi Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) diharapkan mampu melakukan pengendalian
terhadap supply beberapa komoditas utama penyebab inflasi di daerah
untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan. Selain itu, tim
TPID tersebut juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dan arah
kebijakan sektoral yang mampu  menciptakan keterjangkauan harga
barang dan jasa di daerah.

3. Gini Ratio/Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang bisa
menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan
yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting
menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi,
melemahkan  stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan
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ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (Gini Ratio) menjadi
salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan
pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan
sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu
ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak
positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Gini Ratio
dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (Gini
Ratio 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (Gini Ratio 0,35-0,50), dan
tingkat Ketimpangan Rendah (Gini Ratio 0,20-0,35).

Selama tahun 2017-2021, perkembangan Gini Ratio Kabupaten
Sijunjung menurun signifikan, pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,33
menjadi 0,270 pada tahun 2021 yang dikategorikan sebagai “ketimpangan
rendah”. Gini rasio Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 juga berada lebih
baik dari Gini Ratio Provinsi dan Nasional. Perbaikan Gini Ratio pada tahun
2021, seiring dengan pelonggaran aturan PPKM dan meningkatnya kembali
aktifitas perekonomian masyarakat. Hal ini juga sebagai dampak adanya
bantuan tunai yang banyak diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten kepada masyarakat terdampak utamanya masyarakat
berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah
keatas mereka juga terdampak tetapi tidak menjadi sasaran program
bantuan pemerintah, dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.14
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera
Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, bahwa capaian gini
ratio tertinggi pada tahun 2021 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,343
dan juga Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian 0.321.
sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
capaian 0,244 dan Kabupaten Solok dengan capaian 0,246. Capain gini
rasio Kabupaten Sijunjung peringkat sembilan dari 19 Kabupaten/Kota.
Kedepannya perlu perhatian serius dari Pemerintah daerah untuk
pemerataaan pendapatan, diantaranya dengan penguatan jaring pengaman
sosial yang tepat sasaran dan program program recovery ekonom. Adapun
capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada
tabel berikut ini.
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Tabel 2.19
Indek Gini Ratio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan
Kab/Kota Tahun 2017-2021

Tahun

No LT 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Kep. Mentawai 0,319 0,306 0,306 0,305 0,321
2 Kab. Pesisir Selatan 0,299 0,255 0,336 0,273 0,253
3 Kab. Solok 0,294 0,303 0,246 0,264 0,246
4 Kab. Sijunjung 0,333 0,300 0,285 0,277 0,270
5 Kab. Tanah Datar 0,262 0,288 0,293 0,269 0,250
6 Kab. Padang Pariaman 0,280 0,296 0,278 0,273 0,269
7 Kab. Agam 0,279 0,257 0,297 0,257 0,272
8 Kab. Lima Puluh Kota 0,262 0,283 0,251 0,278 0,244
9 Kab. Pasaman 0,260 0,266 0,238 0,222 0,248
10 | Kab. Solok Selatan 0,299 0,309 0,330 0,310 0,277
11 Kab. Dharmasraya 0,252 0,264 0,295 0,307 0,268
12 | Kab. Pasaman Barat 0,286 0,290 0,278 0,280 0,261
13 | Kota Padang 0,338 0,344 0,283 0,258 0,343
14 | Kota Solok 0,299 0,296 0,312 0,312 0,277
15 | Kota Sawahlunto 0,299 0,310 0,271 0,286 0,295
16 | Kota Padang Panjang 0,300 0,290 0,289 0,300 0,306
17 | Kota Bukittinggi 0,313 0,337 0,322 0,394 0,286
18 | Kota Payakumbuh 0,303 0,302 0,267 0,265 0,316
19 | Kota Pariaman 0,301 0,316 0,276 0,325 0,301

Sumatera Barat 0,319 0,306 0,306 0,305 0,321

Nasional 0,299 0,255 0,336 0,273 0,253

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

4. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan
terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan,
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and
Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin
jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan dan dari tahun ke tahun, dan ukuran garis kemiskinan antar
daerah dan antar Kabupaten/Kota juga saling berbeda serta juga terjadi
peningkatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017 sebesar Rp365.074/Kapita/Bulan menjadi Rp455.346/
Kapita/Bulan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

1 Kab. Kep. Mentawai 280.695 294.284 310.033 340.191 356.403
2 Kab. Pesisir Selatan 390.955 409.882 431.817 467.743 491.573
3 Kab. Solok 400.887 408.570 415.649 451.906 461.030
4 Kab. Sijunjung 365.074 379.046 400.861 433.147 455.346
5 Kab. Tanah Datar 361.037 369.833 379.041 420.049 441.793
6 Kab. Padang Pariaman 385.736 402.960 411.182 455.463 475.342
7 Kab. Agam 327.004 341.372 379.304 424.728 444,711
8 Kab. Lima Puluh Kota 370.506 388.689 403.030 451.295 475.123
9 Kab. Pasaman 320.478 334.800 347.153 388.726 408.293
10 | Kab. Solok Selatan 347.667 364.498 387.438 419.442 438.187
11 | Kab. Dharmasraya 398.408 414.096 439.117 477.421 503.183
12 | Kab. Pasaman Barat 382.820 402.877 417.742 467.769 492.467
13 | Kota Padang 482.763 507.042 534.857 570.654 602.540
14 Kota Solok 413.297 414.673 440.618 450.254 464.977
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No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

15 | Kota Sawahlunto 337.682 354.665 374.615 399.688 412.757
16 | Kota Padang Panjang 424.298 438.075 450.377 491.142 516.648
17 | Kota Bukittinggi 441.087 459.371 475.755 519.470 540.457
18 | Kota Payakumbuh 441.736 462.243 482.184 526.490 543.335
19 | Kota Pariaman 412.231 431.368 446.514 480.028 495.386

Sumatera Barat 453.612 476.554 503.652 544.315 568.703

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan data diatas, bahwa Indeks Garis Kemiskinan melebihi
rata-rata Provinsi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 20021 adalah
Kota Padang dan Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang pada tahun 2021
(kondisi Maret) sebesar Rp.602.540 perkapita perbulan, sedangkan 18
Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten/Kota lainnya dengan indeks Garis
Kemiskinan berada di bawah rata-rata Indeks Garis Kemiskinan Provinsi.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di
Sumatera Barat berada di Kota Padang.

Berdasarkan Garis kemiskinan tersebut, di Kabupaten Sijunjung
jumlah penduduk miskin tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Terhentinya berbagai program penanggulangan
kemiskinan, realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemic covid 19,
ditambah lagi dengan tidak berfungsinya Tim Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung
meningkat Pada Tahun 2020 adalah 16.280 jiwa, dan mengalami kenaikan
530 jiwa pada tahun 2021. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung
tahun 2020 sebesar 6,87 persen turun menjadi 6,80 persen pada tahun
2021.

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk Miskin danTingkat Kemiskinan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal
pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hinga awal tahun 2021 lebih cederung
menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan
aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan
ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya tingkat kemiskinan di
di Kabupaten Sijunjung 2021 sebesar 6,80 persen atau turun sebesar 0,07
persen jika dibandingkan capaian kondisi 2020. Namun, bila dilihat dari
perbandingan capaian tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi, maka
dalam waktu 2017 sampai dengan 2021, capaian tingkat kemiskinan di
Kabupaten Sijunjung relatif lebih baik dari capaian rata-rata nasional dan
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berada dibawah rata-rata capaian Provinsi. Pebandingan perkembangan
tingkat capaian kemiskinan Kabupatn Sijunjung Provinsi dan nasional,
dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.16 .
Tingkat Kemikinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi dan Nasional
Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi Suamatera Barat, 2022

Capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung relatif lebih baik
bila dibandingkan dengan 12 kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten
Sijunjung peringkat ketiga terendah dari 12 Kabupaten. Adapun jumlah
tingkat kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021
dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional (Ribu Jiwa) Tahun 2016-2021

No Kabupaten/Kota 2017 | 2018 | 2019 2020 2021
1 Kab. Kep. Mentawai 14,67 14,44 14,43 14,35 14,84
2 Kab. Pesisir Selatan 7,79 7,59 7,88 7,61 7,92
3 | Kab. Solok 9,06 8,88 7,98 7,81 8,01
4 | Kab. Sijunjung 7,35 7,11 7,04 6,78 6,80
5 | Kab. Tanah Datar 5,56 5,32 4,66 4,40 4,54
6 | Kab. Padang Pariaman 8,46 8,04 7,10 6,95 7,22
7 | Kab. Agam 7,59 6,76 6,75 6,75 6,85
8 | Kab. Lima Puluh Kota 7,15 6,99 6,97 6,86 7,29
9 Kab. Pasaman 7,41 7,31 7,21 7,16 7,48
10 | Kab. Solok Selatan 7,21 7,07 7,33 7,15 7,52
11 | Kab. Dharmasraya 6,68 6,42 6,29 6,23 6,67
12 | Kab. Pasaman Barat 7,26 7,34 7,14 7,04 7,51
13 | Kota Padang 4,74 4,70 4,48 4,40 4,94
14 | Kota Solok 3,66 3,30 3,24 2,77 3,12
15 | Kota Sawahlunto 2,01 2,39 2,17 2,16 2,38
16 | Kota Padang Panjang 6,17 5,88 5,60 5,24 5,92
17 | Kota Bukittinggi 5,35 4,92 4,60 4,54 5,14
18 | Kota Payakumbuh 5,88 5,77 5,68 5,65 6,16
19 | Kota Pariaman 5,20 5,03 4,76 4,10 4,38
Sumatera Barat 6,87 6,65 6,42 6,28 6,63
Nasional 13,47| 13,10 9,22 10,19| 10,14

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022
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Lebih lanjut, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat
kemiskinan, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan.
Untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan
indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-
rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1
mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan
antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis
kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara
penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap
yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang
lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam.
Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan
kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada
grafik berikut ini.

Gambar 2.17
Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Seperti telah dibahas sebelumnya, walaupun pada tahun 2021 jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung meningkat tetapi tidak
mempengaruhi Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan
kemiskinan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2017 — 2021 indeks
kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan terus mengalami
penurunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 adalah 097
dan mengalami penurunan menjadi 0,86 pada tahun 2021, sedangkan
Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2020 adalah 0,27 dan menurun
menjadi 0,17 pada tahun 2021.

Jika dibandingkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan
Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021,
menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan
Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata tingkat kedalaman dan
keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Indek kedalam kemiskinan
Provinsi Sumatera Barat mencapai 1,040 dan 0,240 untuk kndek keparahan
kemiskinan. Sijunjung lebih baik dari provinsi, artinya kesenjangan rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan rendah, juga ketimpangan
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pengeluaran diantara penduduk miskin juga rendah. Kondisi ini sangat
positif untuk kedepannya didukung dengan program dan anggaran yang
tepat sasaran.

5. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di
Kabupaten Sijunjung telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan
untuk mengukur angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan
menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan angkatan kerja.
Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari
pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan
terkurangi setiap tahunnya.

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam
mewujudkan kemandirian di Kabupaten Sijunjung. Pengangguran yang
terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja
non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang
pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena
itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Komposisi penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lapangan
kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk
yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik (BPS), jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten
Sijunjung selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Pada
tahun 2021 jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas sebanyak 176.313
orang yang terdiri dari angkatan kerja 123.532 orang dan bukan angkatan
kerja 52.781 orang. Jumlah penduduk angkatan kerja selama kurun waktu
2017-2021 juga terus mengalami peningkatan, dimana penduduk yang
bekerja pada tahun 2017 sebanyak 104.130 orang menjadi 119.119 orang
pada tahun 2021, sedangkan untuk jumlah pengangguran terpengaruh
pandemic covid 19 karena beberapa usaha terhenti dan memberhentikan
karyawannya yang ditunjukan meningkatnya pengangguran tertinggi pada
tahun 2020 sebanyak 6.475 orang dan menurun kembali ditahun 2021
menjadi 4.413 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk (Jiwa) Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis
Kegiatan Tahun 2017-2021

No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

1. | Angkatan kerja 107.708 | 109.572 | 114.731 | 122.134 | 123.532
Bekerja 104.130 106.061 110.511 | 115.659 | 119.119
Pengangguran terbuka 3.578 3.511 4.220 6.475 4.413
2. | Bukan Angkatan Kerja 50.201 51.172 49.409 50.608 52.781
Sekolah 14.388 15.506 12.816 13.934 14.131
Mengurus Rumah Tangga 30.692 28.871 31.167 31.926 29.179
Lainnya 5.121 6.795 5.426 4.748 9.471
Jumlah 157.909 | 160.744 | 164.140 | 172.742 | 176.313

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Perkembangan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten
Sijunjung menunjukan grafik meningkat di tahun 2019 dan 2020 yang
merupakan imbas dari terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2021, TPT
Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat maupun Nasional kembali
mengalami penurunan. TPT Kabupaten Sijunjung tahun 2021 menjadi 3,57
persen dari TPT sebelumnya 5,3 persen di tahun 2020, seperti terlihat pada
grafik berikut ini.
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Gambar 2.18
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung,
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi Suamatera Barat, 2022

Berdasarkan gambar diatas, terlihat TPT Kabupaten Sijunjung
berada dibawah rata-rata TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. TPT
Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2021 berada pada peringkat ketiga
terendah dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, seperti terlihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat,
Nasional dan Kab/kota Tahun 2017-2021

No Kabupaten/Kota dan Tahun
Nasional 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Kep. Mentawai 1.96 2.27 2.92 3,98 2,79
2 | Kab. Pesisir Selatan 5.95 5.85 6,02 7,00 5,97
3 | Kab. Solok 6.05 5.92 4.72 4,65 4,67
4 | Kab. Sijunjung 3.32 3.20 3.64 5,30 3,57
5 | Kab. Tanah Datar 3.72 3.86 3.20 4,79 4,63
6 | Kab. Padang Pariaman 6.65 6.90 6,08 8,13 8,41
7 | Kab. Agam 4.23 4.82 4.78 461 5,06
8 | Kab. Lima Puluh Kota 2.60 2.70 2.30 3,03 2,25
9 | Kab. Pasaman 6.81 5.88 5.28 5,04 4,92
10 | Kab. Solok Selatan 5.54 5.85 4.91 5,62 4. 84
11 | Kab. Dharmasraya 3.69 3.94 5.06 5,31 5,00
12 | Kab. Pasaman Barat 3.99 3.37 4.74 4,69 5,02
13 | Kota Padang 9.44 9.18 8.74 13,64 13,37
14 | Kota Solok 5.88 5.97 7.06 8,35 5,15
15 | Kota Sawahlunto 6.19 5.75 6.84 8,20 6,38
16 | Kota Padang Panjang 5.43 5.28 4.38 7,22 4,90
17 | Kota Bukittinggi 0.94 7.15 6.20 7,51 6,09
18 | Kota Payakumbuh 3.45 3.78 4.13 6,68 6,47
19 | Kota Pariaman 5.97 5.72 5.48 5,73 6,09
Sumatera Barat 5.58 5.55 5.33 6,88 6,52
Nasional 5,61 5,66 5,23 7,07 6,49

Sumber: BPS Provinsi Suamatera Barat, 2022

Bila kita bandingkan TPT dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten
Sijunjung kedua indikator ini tidak selalu mempunyai korelasi positif. Pada
tahun 2020 tingkat kemiskinan 6,79 persen, meningkat menjadi 6,80 persen
tahun 2021, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,30
tahun 2020 menjadi 3,57 persen tahun 2021. Hal ini disebabkan angkatan
kerja yang bekerja pada periode tersebut tidak produktif, sehingga
pendapatan yang mereka peroleh masih berada dibawah garis kemiskinan.
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Tentu ini kedepannya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah
untuk membuka lapagang pekerjaaan yang produktif dengan didukung oleh
program dan anggaran yang tepat sasaran. Perbandingan tingkat kemiskinan
dan Tingkat Pengganguran Terbuka Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021,
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

Tahun Tingkat Kemiskinan (Persen) Tm’lgglrull,::\n(%::geg: )r an
2017 7,35 3,32
2018 7,11 3,20
2019 7,04 3,64
2020 6,79 5,30
2021 6,80 3,57

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan. Tahun 2021 struktur
lapangan pekerjaan di Kabupaten Sijunjung masih didominasi oleh sektor
pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dan sektor industri.
Sektor-sektor ini penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
Jumlah penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perburuan, dan
perikanan sebanyak 46.572 orang atau 39,10 persen, sektor industri
sebanyak 16.611 orang atau 13,94 persen dan sektor lainnya 55.936 orang
atau 46,96 persen. Kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan
penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha petanian, kehutanan,
perburuan dan perikanan serta lapangan usaha lainnya, sedangkan
lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan. Perkembangan
angkatan kerja yang berkerja Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut

Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021 (Orang)

Tahun
e LRI UL 2017 2018 2019 2020 2021
1. | Pertanian, Kehutanan, 45.870 48.255 43.944 41.358 46.572
Perburuan, dan Perikanan
2. | Industri Pengolahan 5.430 5.559 22.261 20.321 16.611
5. | Lainnya 16.364 19.207 44 306 53.980 | 55.936
Jumlah 104.130 |106.061 (110.511 |115.659 |119.119

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Ditinjau dari status pekerjaan utama, dari 119.119 orang yang
bekerja pada Tahun 2021 yang terbanyak adalah berusaha sendiri sebesar
35.264 orang atau 29,60 persen diikuti Buruh/Karyawan/Pegawai
sebanyak 34.350 orang atau 28,84 persen. Seperti terlihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.26
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status
Pekerjaan Utama di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

NO Status Pekerjaan Utama Tahun Perzsgletlase
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Berusaha sendiri 37.349 | 28.573 |38.322 | 29.565 |35.264 29,60
Berusaha dibantu buruh
tidak tetap/buruh tak dibayar 13.685 | 18.959 |13.834 | 19.068 |16.942 14,22
3. | Berusaha dibantu buruh 4.635 | 4.082 | 3.377 5.602 | 4.653 3,91

tetap/buruh dibayar
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NO Status Pekerjaan Utama Tahun Perzsgleiase
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

4. | Buruh/Karyawan/Pegawai 26.782 | 28.059 |35.963 | 35.126 |34.350 28,84

S. | Pekerja Bebas 10.152 | 14.933 |10.215 | 12.163 |10.389 8,72

6. | Pekerja keluarga/tak dibayar | 11.527 | 11.455 | 8.800 | 14.135 |17.521 14,71

Jumlah 104.130 | 106.061({110.511 | 115.659| 119.119 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial
1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefenisikan sebagai proses perluasan
pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Untuk mengukur
perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat baik suatu negara maupun
daerah indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengetahui empat dimensi
pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan
dasar penduduk, meliputi: Angka Harapn Hidup Saat Lahir (HHSL),
digunkanan untuk mengukur peluang hidup, angka Harapan Lama Sekolah
(HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status pendidikan
dan Pengeluaran Riil perkapita untuk mengukur akses terhadap
sumberdaya alam serta standar hidup layak. Semakin baik perkembangan
empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM,
seperti terlihat grafik berikut ini.

Gambar 2.19
Perkembangan dan Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

Perkembangan Indek Pembangunan Manuasi Kabupaten Perbandingan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Kab/Kota
Sijunjung Tahun 2017-2021 Tahun 2021 dengan Provinsi dan Nasional
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Berdasarkan gambar diatas, perkembangam IPM Kabupaten
Sijunjung dalam kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan. Tahun 2017 IPM Kabupaten Sijunjung sebesar
66,60 poin dan kemudian meningkat menjadi sebesar 67,86 poin pada
tahun 2021. Angka IPM Kabupaten Sijunjung ini termasuk pada golongan
IPM menengah atas karena memiliki nilai dalam rentang batas 65-80 poin.
Peningkatan angka IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2017-
2021 menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat
Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Sijunjung bila
disandingkan dengan IPM Provinsi, Nasional dan Kab/Kota pada tahun 2021.
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IPM Kabupaten Sijunjung berada pada posisi 17 (tujuh belas) dari 19
kab/kota sama dengan kondisi tahun 2021. IPM Kabupaten Sijunjung masih
barada dibawah rata-rata IPM Provinsi dan Nasional. IPM Provinsi Sumatera
Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 72,65 poin dan Nasional 72,29 poin

seperti terlihat pada pada infografis berikut ini.

Jika diperhatikan dari sisi pertumbuhan dari komponen

pembentuknya IPM maka capaian

pertumbuhan dan komponen

pembentukan IPM Kabupaten Sijunjung Selama rentang waktu 2017-2021
selalu berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Tentu kedepanya
perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan
cara menekan angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga
seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta
meningkakan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di berbagai nagari,
melaksanakan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan dengan mendorong kejar Paket A, B dan C. Peningkatan IPM juga
dapat didorong melalui peningkatan derjad kesehatan masyarakat melalui
pola hidup sehat. Disamping itu, mengenjot pertumbuhan perekonomian
yang berkualitas dengan pengembanga ekonomi kreatif berbasis potensi
daerah. Perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan

Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Sijunjung (SJJ),
Provinsi Sumatera Barat (SBR) Dan Nasional (NAS)

2017 2018 2019 2020 2021
No Komponen IPM
SJJ | SBR | NAS | SJJ | SBR | NAS | sJJ | SBR | NAS | sJJ | SBR | NAs | sJJ | SBR | Nas
Umur Harapan
1 g;‘fl‘;%f’aa”‘ah‘r 65,44 | 68,78 | 71,06 | 65,65 | 69,01 | 71,2 | 66,02 | 69,31 | 71,34 | 66,21 | 69,47 | 71,47 | 66,36 | 69.59 | 71,57
2 Harapan Lama
Sekolah (tahun) 12,34 | 13,94 | 12,85 12,36 | 13,95 | 12,91 | 12,36 | 14,01 | 12,95 | 12,37 | 14,02 | 12,98 | 12,38 | 14.09 | 13,08
3 Rata-rata Lama
Sekolah (tahun) 7,72 | 8,72 | 8,10 | 8,10 | 8,76 | 8,17 | 8,10 | 8,92 | 8,24 | 8,11 | 899 | 848 | 8,12 | 9.07 | 8,54
Pengeluaran Per
4 Kapita Disesuaikan
(juta/Org/Tahun) |10-280[10.306(10.664( 10.40 [10.638(11.059| 10.40 [ 10.950( 11.299|10,389|10.733| 11.013(10.389| 10.790 | 11.156
IPM 66,60 | 71,24 | 70,81 | 66,97 | 71,73 | 71,39 | 67,66 | 72,39 | 71,92 | 67,74 | 72,38 | 71,94 | 67,86 | 72.65 | 72.29
Pertumbuhan IPM 0,72 | 0,90 0,69 | 0,82 0,92 0,74 -0,01 | 0,02 | 0,18 0,27 0,35
Sumber: BPS Kabupaten Sjjunjung, 2022
2. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Masyarakat Kabupaten Sijunjung telah berkembang menjadi
masyarakat yang heterogen dan multikultur. Faktor-faktor yang

menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan
komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kabupaten
perbedaan
tingkat pendidikan dalam masyarakat, perbedaan orientasi dan gaya hidup

yang

Sijunjung, perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi,

anggota masyarakat, dan efek pembangunan fisik,

tidak

infrastruktur
seimbang dalam masyarakat. Di tengah perbedaan yang begitu

menggejala melahirkan berbagai seni, budaya dan olah raga di Kabupaten
Sijunjung beragam. Namun, karaksteristik seni, budaya dan olah raga di
Kabupaten Sijunjung masih dominan berbasiskan Adat Minangkabau dan

praktek ajaran Agama Islam.

Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa jenis seni budaya yang
berkembang dimasyarakat diantaranya Randai, Talempong, Pencak Silat,
Salung Rabab, Tari rakyat, Gurindam Dan Reog. Perkembangan seni, budaya
dan olah raga di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 sebagai berikut:
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Tabel 2.28
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2017-2021

N . Tahun
o Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Randai (kelompok) 137 99 62 46 66
2. Talempong (kelompok) 80 113 70 46 66
3. Pencak Silat (kelompok) 41 51 65 45 23
4. Saluang Rabab (kelompok) 74 64 66 11 11
S. Tari Rakyat (kelompok) 88 36 66 7 17
6. Gurindam (kelompok) - 11 1 - -
7. Reog (kelompok) 3 2 3 6 3

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan media dalam menggerakan
sumber daya yang tersedia dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Aspek ini secara substansi menggambarkan capaian indikator
kinerja dari setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan kewenangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014. Namun pada tahun 2019, urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah mengalami perubahan seiring lahir = Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019, terdiri dari : 1) urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, 2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, 3) urusan pilihan, 4) unsur pendukung urusan pemerintahan, J5)
unsur penunjang urusan pemerintahan, 6) unsur pengawasan urusan
pemerintahan, 7) unsur kewilayahan dan 8) unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspek pelayanan umum
selama kurun waktu 2017-2021 secara umum memperlihatkan
perkembangan kemajuan melalui peningkatan atau penurunan indikator-
indikator kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah sesuai
dengan bidang masing-masing yang diklasifikasikan berdasarkan urusan
dan unsur pemerintahan daerah. Perkembangan indikator-indikator kinerja
penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2017-2021, dapat
dijelaskan sebagai berikut.

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan konkuren. Urusan
pendidikan yang menjadi kewenagan Pemerintah Daerah adalah urusan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Untuk urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara penuh
urusan ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi terhitung mulai
tahun 2017. Untuk mengambarkan capaian urusan wajib pendidikan akan
di analisis beberapa indikator urusan wajib pendidikan diataranya Tingkat
Partisipasi Penduduk usia tertentu, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan
Kesetaraan. Mulai tahun 2022 ini ditambah 3 (tiga) indikator lain yaitu
persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi standar
kompetensi, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang
memenuhi standar kompetensi, dan persentase sekolah yang memiliki nilai
assesment minimal Baik.
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Tingkat partisipasi penduduk usia tertentu, APK dan APS
mengambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah, sedangkan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang
memenuhi standar kompetensi, persentase siswa dengan nilai kompetensi
numerasi yang memenuhi standar kompetensi, dan persentase sekolah
yang memiliki nilai assesment minimal Baik menggambarkan bagaimana
kualitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Perkembangan indikator
urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2017-2021, dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2017-2021

o " Tahun
No. Indikator Kinerja Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
1. Tingkat partisipasi penduduk % n.a n.a n.a 76,11 76,91
usia 5-6 tahun jenjang PAUD
2. Tingkat partisipasi penduduk % 99,69 99,83 99,84 99,87 91,63

usia 7-12 tahun  jenjang
Pendidikan Dasar

3. Tingkat partisipasi penduduk % 81,90 82,25 85,02 84,66 79,20
usia 13-15 tahun jenjang
Pendidikan Menengah Pertama

4. Tingkat partisipasi penduduk % n.a n.a n.a 77,23 77,40
usia 7-18 tahun  jenjang
Pendidikan Kesetaraan

5. Persentase siswa dengan nilai % n.a n.a n.a n.a n.a
kompetensi literasi yang
memenuhi kompetensi minimum
6. Persentase siswa dengan nilai % n.a n.a n.a n.a n.a
kompetensi numerasi yang
memenuhi kompetensi minimum
7. APS SD/MI/ Paket A % 101,1 103,92 | 103,68 99,99 93,39
8. APS SMP/MTs/ Paket B % 99,20 98,47 98,20 89,98 86,82
9. APK PAUD % 75,53 75,65 79,41 48,19 72,37
10. APK SD/MI/ Paket A % 110,73 | 110,81 113,77 | 114,81 | 102,46
11. APK SMP/MTs/ PaketB % 99,98 101,12 | 101,42 | 109,83 | 98,51
12. Persentase sekolah yang % n.a n.a n.a n.a n.a
memiliki nilai assesment minimal
Baik

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa tingkat partisipasi penduduk
usia 5-6 tahun pada jenjang pendidikan PAUD pada tahun 2021 sudah
mencapai angka 76,91%, yang artinya 76,91% penduduk usia 5-6 tahun di
Kabupaten Sijunjung sudah berada pada jenjang pendidikan PAUD tepat
waktu. Dibandingkat tahun 2020 terjadi peningkatan partisipasi tepat
waktu sebesar 0,80%.

Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan
Dasar pada tahun 2021 telah mencapai angka 91,63%, yang artinya
91,63% penduduk Kabupaten Sijunjung usia 7-12 tahun telah berada pada
jenjang pendidikan dasar tepat waktu. Jika dibandingkan dengan tahun
2020, terjadi penurunan partisipasi sebesar 8,06%. Hal ini menunjukkan
bahwa peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2021
lebih sedikit yang bersekolah tepat waktu dibandingkan dengan peserta
didik jenjang pendidikan sekolah dasar tahun sebelumnya.

Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan
Menengah pada tahun 2021 telah mencapai angka 79,20%, yang artinya
79,20% penduduk Kabupaten Sijunjung usia 13-15 tahun telah berada
pada jenjang Pendidikan Menengah tepat waktu. Jika dibandingkan dengan
tahun 2020, terjadi penurunan partisipasi sebesar 5,46%. Hal ini
menunjukkan bahwa peserta didik di jenjang Pendidikan Menengah pada
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tahun 2021 lebih sedikit yang bersekolah tepat waktu dibandingkan dengan
peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar tahun sebelumnya.

Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan
Kesetaraan pada tahun 2021 telah mencapai angka 77,40%, yang artinya
77,40% penduduk Kabupaten Sijunjung usia 7-18 tahun yang putus
sekolah telah berada pada jenjang Pendidikan Kesetaraan. Jika
dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan partisipasi sebesar
0,17%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 - 18 tahun yang
putus sekolah semakin memiliki kesadaran untuk mengenyam pendidikan
di sekolah kesetaraan.

Penilaian kompetensi literasi dan numerasi ini dilakukan pada saat
Assesment Kompetensi Minimum (APM) dilaksanakan. APM ini merupakan
bagian dari kebijakan merdeka belajar yang dirancang sebagai pengganti
dari Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Dengan APM
ini diharapkan evalusi pendidikan tidak lagi dilaksanakan terhadap
individu siswa, akan tetapi evaluasi dilakukan terhadap sistem pendidikan
pada sekolah tersebut. APM merupakan penilaian kompetensi mendasar
yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan
kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi
Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan,
mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk
mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga
dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep,
prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-
hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga
negara Indonesia dan dunia. Untuk persentase siswa dengan nilai
kompetensi literasi dan kompetensi numerasi yang memenuhi standar
kompetensi masih belum ada datanya, karena penilaian yang dilakukan
2021 yang lalu

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk
kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang
jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia
sekolah yang bersesuaian. APS ini digunakan untuk mengetahui seberapa
banyak penduduk wusia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas
pendidikan. APS SD/MI/Paket A merupakan proporsi jumlah penduduk
usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibandingkan dengan jumlah
penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sijunjung. Untuk tahun 2021
berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 93,39% penduduk usia 7-12
tahun yang sedang bersekolah. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 0,60%. APS SMP/MTs/Paket B merupakan proporsi
jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dibandingkan
dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Sijunjung. Untuk
tahun 2021 berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 86,82%
penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah. Angka ini lebih
rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.16%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada
suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.
APK ini dihitung dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi
penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dari tabel di atas
dapat dilihat bahwa APK PAUD di Kabupaten Sijunjung mencapai angka
72,37%, yang artinya sebanyak 72,32% penduduk usia 3-6 tahun terdaftar
dalam satuan pendidikan PAUD. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2020. Hal ini disebabkan pada
tahun 2019 terjadi Pandemi COVID-19 dan satuan pendidikan ditutup dan
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diganti dengan pendidikan jarak jauh. Hal ini menyebabkan banyak orang
tua yang tidak mendaftarkan anaknya pada tahun ajaran 2020/2021 pada
jenjang pendidikan PAUD. APK SD/MI/Paket A menunjukkan proporsi
jumlah murid SD/MI/Paket A dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12
tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD/MI/Paket A untuk
tahun 2021 adalah 102,46%, yang artinya sebanyak 2,46% murid
SD/MI/Paket A bukan merupakan penduduk usia 7-12 tahun atau murid
tersebut bersekolah belum cukup umur atau melebihi umur yang
seharusnya. Nilai APK yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Sijunjung mampu menampung peserta didik tingkat
SD/MI/Paket A melebihi yang seharusnya. Jika dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya, tahun 2021 ini mampu menekan penduduk usia lebih kecil
dari 7 tahun atau lebih besar dari 12 tahun untuk bersekolah di jenjang
pendidikan SD/MI/Paket A. APK SMP/MTs/Paket B menunjukkan proporsi
jumlah murid SD/MI/Paket A dibandingkan jumlah penduduk usia 13-15
tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 caaian APK
SM/MTs/Paket B adalah 98,51%, yang artinya 98,51% siswa
SMP/MTs/Paket B merupakan penduduk usia 13-15 tahun. Dibandingkan
tahun sebelumnya jumlah peserta didik SMP/MTs/Paket B melebihi jumlah
penduduk usia 13-15 tahun, artinya ada penduduk yang bersekolah di
SMP/MTs/Paket B yang lebih kecil dari 13 tahun atau lebih besar dari 15
tahun.

Asesmen merupakan salah satu proses penting dalam pendidikan
yang berguna untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian
kurikulum. Proses asesmen 